BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

KEBILJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang

bpkad.

b.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa dengan telah diundanghkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tehun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuvangan Daerah,
serta dalam rangka penyesuaian dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupal

Nom. 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntensi
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Nomaor 40 Tahun 2016 p
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan
Bupaii;

ditinjau kembali:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lenlang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400):

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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12,

13.

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemegintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara

1.0
Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272};

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B64032);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemermtahan
Daerali (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomaor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 6279}

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemermtahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatar
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tabun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,

Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
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26,

Reputusan Menteni Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Heuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 seri
Bl

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBLJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,
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Daerah adalah Kabupaten Tulungagung

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah,.

Bupati adalah Bupati Tulungagung
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dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik dacrah
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas
hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuniansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yvang mengakui pendapatan,

beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran
berdasarkan basis vang ditetapkan dalam APBD.
Pernvataan Standar Akuntansi Pemerintahan vang selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal
efektif.

4 &



&

12,

L3

14,

bpkad

16.

17

18.

19:

20.

21.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep
dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan
pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas
sesuatu masalah vang belum diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan,

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar,
konvensi, aturan dan prakiik spesifik yang dipilih oleh
Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan Kkeuangan Pemerintah Daerah untuk
memenuhi  kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penvelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan
flungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan kKeuangan di linghkungan organisasi Pemerintah
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disinglat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

% ﬂakun ‘-?-tandar, Yang aclanjumya disingkat &ji?é
anggaran dan peiapuran k:mangan Pﬂ-mermE Daerah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristtwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar,

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya  kntena
pencatatan  suatu  kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersanghutan.
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakul dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Penpungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa
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lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

22, Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan wvang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdin dari
SAL awal, SiLPA /SIKPA, koreksi dan SAL akhir.

23, Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas pada tanggal tertentu,

24, Laporan Operasional yang selanjutnyva disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan-L0O, beban dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.

25.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perabahan kas dan setara kas selama satu periode
akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

26. Laporan Perubahan Ekuitas vang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengensi perubahan
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO,

reksi glan ekuitas akhir. .
DT : =it
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penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
vang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK
dalam rangka pengungkapan yang memadai.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD

adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanalkan Urusan Pemerintah Daerah.

29, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Tulungagung selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur
penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelola Keuangan Daerah.

30, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

31. Bendahara Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BUD
adalah pejabat vang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah.

32, Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

¢




33.

34,

335.

36,

37,

38,

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan,

Unit pemerintahan  adalah PETIgEUNA
anggaran / penggunan barang yang berada di SKPD.

Rekening kas Umum Daerah vang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh peneriman
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
vang ditetapkan.

Pendapatan-LRA adalah penenmaan oleh Bendahara Umum
Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yvang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Daerah vang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayvarannya kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

bpkad HEHRGEGERG- g0~

39,

40,

41.

42,

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran
vang lidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang periu
dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, vang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.

Pendapatan-L0O adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam pericde tahun anggaran yang
bersanglkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Aset adalah sumber dava ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyvedisan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial
danfatau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. &
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43, Kewajiban adalah utang yang toabul dard peristiwa masa laln
yang penyelesaiannya mengaldbatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi Pemerintah Daerah.

44, Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemermtalh Dacrah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Permerintah
Daerah.

45, Korcksi adalah tindaltan pembetulan sccara akuntansi agar
alounfpos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai denpgan yang seharmusnya.

46. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode
urituk mengakul pos-pos seperti persedizan, piutang, utang dan
yvang lain yang berkaitan denpan adanya perbedaan walin
pencAtaten dan yeng belum dicatat pada transaltsi berjalan atan
pada penode yang berjalan.

BAE II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1} Maksud disusunnya Kebijalan Akuntansi Pemerintah Daerah im
sebagai pedoman bapgi pemerintah daerah dalam penyuzunan
dan penyajian laporan kewangan,

(2} Tujuan disusunnya Kebijakan Akuntansi Pemenmtall DPaerah
adalah:
a Agar penyusunan Laporan Kevnangan sesuai dengan Standas
Akuniansi Pemeriniahan.
b. Agar penyajian faporan keuangan menimghatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap abggerad,
antar pericde, maupun antar entitas akuntanal,

BAB [II
KEBIJAKAN AKIUTNTANS]

Pasal 3

(1) Pemeriniah Daerah menerapkan Kebijakan akuntansi berbasis
akrual.

i2) Kebijakan aluntansi berbasis akral sehagaimang dimaksud
ayat (1] dipunakan untuk pengeluan pendapatan-LO, beban,
aset, kewajiban, dan ckuitas.

{3) Dalam hal peraturan perundangan mewsjibken disajikennya
laporan keuangan berbasis kas, make cntitas wajib menyajikan
laporan demikian.

{4} Kebijakan akuntansi berbasis akroal sebagaimana dimaksud
ayat [1} berlaku untak :
A. Entitas Pelaporan, dan
b. Entitas Alcuntans:.



atas:

a. Lampiranl
b. Lampiran II
c. Lampiran [l
d. Lampiran IV
e. Lampiran V

f. Lampiran VI
g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX
j. Lampiran X
bpkad:ttrth
I.  Lampiran XII
m. Lampiran Xl
n. Lampiran XIV
0. Lampiran XV
p. Lampiran KV]
g. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII
5. Lampiran XIX
t. Lampiran XX

u. Lampiran XXI

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1} tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri

ga
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Kerangka Konseptual Aluntansi
Pemerintahan,

Kebijakan Akuntansi No.0l1 Laporan
Realisasi Anggaran;

Kebijakan Akuntansi No.02 Laporan
Operasional;

Kebijakan Akuntansi No.03 Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Kebijakan Alountansi No.04 Laporan
Perubahan Ekuitas;

Kebijakan Akuntansi No.05 Neraca;
Kebijakan Akuntansi No.06 Laporan
Arus Kas;

Kebijjakan Akuntansi No.07 Catatan
Atas Laporan Keuangan;

Kebijakan Akuntansi No.08 Akuntansi
Kas dan Setara Kas;

Kebijjakan Akuntansi No.09 Akuntansi
Fiutang;

Y. gotid

#11 Akuntansi

Kebihloe
Investasi;

Kebijakan Akuntansi Ne.12 Akuntansi
Aset Tetap;

Kebijjakan Akuntansi No.13 Akuntansi
Dana Cadangan,

Kebijakan Akuntansi No.l14 Akuntansi
Kewajiban;

Kebijakan Akuntansi No.15 Akuntansi
Pendapatan;

Kebijakan Akuntansi No.16 Akuntansi
Belanja dan Beban;

Kebijakan Akuntansi Ne.17 Akuntansi
Transfer;

Kebijaltan Akuntansi No.18 Akuntansi
Pembiyvaan;

Kebijjakan Akuntansi Ne.19 Akuntansi
Koreksi Kesalahan;

Kebijakan Aluntansi No.20 Laporan
Keuangan Konsolidasi;



BAB IV
PELAFORAN EELUTANGAM

Paszal 5

{1] Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
Entitas Pelaporan wajib menyisun dan menyajikan Laporan
Keuvangan Tahunan yang terdiri dari -

Laporan Realisasi Anggaran;

Meraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Gperasicnal;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan

Catatan atas laporan Kenangan.

{2) Dalarn rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD aleh
SKPD =elakn Entitaz Akuntan=i wajib menyusun dan
menyajikan Laporan Keuangan Tabunan yang terdin dari:

Laporan Realisasi Anggarar;

Meraca,

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Elkuitas: dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

L

o [ b

Pazal &

(1}, Laporan Keuanpen tahunan entitas peleporan sebageunang
dimak=nd pada pasal 5 avat (1) disertal defgan pernyatasn
ranggung jawab yangditandatangani oleh Bupadl.

(2} Laporan Keuvangan tahunan entitas ekuntansi sebhagaimens
dimaksud pada pasal 5 avat [2) disertal dengan permyataan
tanggung jawab yang ditandatangam oleh Kepala SKPD.

(3) Peomyatean tanggung jawab schagaimana dimaksud pada
pasal & ayat {1], dan ayat {2) mtmuat permyataan bahwa
pengelclaan APBD telah diselenpearakan berdagarkan Sistem
Penpendalizn Intem yang memad=a dan akuntansi Keuangan
telah  disclenpearakan scsual denpan  Standar Aluntansi
Pemenntahan,

BAE V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ¥

Fada saarl Peraturan Bupab im mula berfalil, inaka Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Alantansi Pemerntah Kabupaten Tulungagung sebapgaimana
telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40
Talhun 2016, dicabut dan dinyatekan tidak berlakiue
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Pasal 8
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung,

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWOD
Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 27 PJuli 2022
SEKRETARIS DAERAH

Drs. S5 [, M. Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 0

Ltotrmyagung.go.id
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LAMPIRAM 1: PERATURAN BUPATI TULUNGAGLNG

NOMOR : 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JUL) 2022
KERANGKA KONSEPTUAL

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN
TUJUAN
1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
a. penyusun kebijakan akuntansi skuntansi pemerintahan dalam
melaksanakan fugasnya;
b, penyusun lapocran keuangan dalam — menanggulangl masalah
akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
c. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenal apakah laporan

auan{an I:|IE|I5LII"I sesual dengan kebijakan akuntansi pemernintahan;

bpkaa: tulungagung.qao.|

disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesual dengan
Kebljakan Akuntansi Pemernntah Kabupaten Tulungagung.

2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan
akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif
terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian
diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan
akuntansi di masa depan.

RUANG LINGKUP

4. Kerangka konseptual ini membahas:
a. tujuan kerangka konseptual;
b. lingkungan akuntansi pemerintah;

c. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;

fo



d. entitas akuntansi dan entitas pelaporan;

e. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat
informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip. serta kendala
informasi akuntansi; dan

g. definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk
laporan keuangan.

5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Tulungagung.

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

6. Lingkungan operasional crganisasi pemerintah berpengaruh terhadap
karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

7. Ciri-cirl penting lingkungan pemarintahan yang perlu diperimbangkan
dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah
sebagai berikut:

a. Cin utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

1. hentuk wmum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; .
bpkad. i kiRGatH HrEee-d
pemernntah;
3. adanya pengaruh proses politik;
4. hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan
pamerintah.
b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
1, anggaran sebagai pemyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
sebagai alal pengendalian;
2. investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan
pendapatan; dan
3. kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan
pengendalian.

Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan

8. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas
Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyal mendelegasikan
kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan
dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di

* <



antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk
mengawasi dan menjaga keseimbangan fterhadap kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

4. Sebagaimana beraku dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak
aksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak
legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat parsetujuan,
pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan
ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi
tersebut, Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan
keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar

Pemerintah

10.Secara subsiansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem
pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah
propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas

cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih

an}ra merintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau
D p K e mbidlbirrerereriripes e

bagi hasil, alokasi dana ' entitas

pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

11, Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan
seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk
mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan
keuangan negara yang bersumber dan pendapatan pajak dan sumber-
sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu cin
yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah
berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagail kepentingan
yang ada di masyarakat,

Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah

12 Walaupun dalam keadaan fertentu pemenntah memungut secara
langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarmya sebagian besar
pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka

G =
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bpkae

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut
tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan
pemerintah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib
dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain
sebagai berikut.

a, Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang
sifatnya suka reta,

b, Jumlah pajak yang dibayar ditentukan cleh basis pengenaan pajak
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sepearti
penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilal
tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperaleh.

¢c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerntah dibandingkan dengan
pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar
diukur sehubungan dengan moncpoll pelayanan cleh pemerintah,
Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain  untuk
menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah,

i %Iayan n pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi

St
d. Pengukuran kualitas dangtltas agal pelayrag yarghenkan

pemearintah adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan alat

pengendalian

13.Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan

antara eksekutif dan legislafif tentang belanja yang ditetapkan untuk
melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan
untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang
diperiukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surpius. Dengan
demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan
memberi landasan bagi upaya perclehan pendapatan dan pembiayaan
oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup
periode tahunan, MNamun, tidak tertulup kemungkinan disiapkannya
anggaran untuk jangka wakiu lebih atau kurang dari setahun. Dengan
demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengarun
penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

G <
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a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

b, Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan
keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang
diinginkan.

¢. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki
konsekuensi hukum.

d. Anggaran memberi landasan penilaian kinetja pemerintah.

e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemenntah
kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan
14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang
tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti
gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi
Sebagian besar asel dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama
sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperiukan

untukgmempertah@nkan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian,
Dpkaed bttt it )€
arganisasi komersial. Sebagi esar #set tersebut fidak méndhasilkan

pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan
komitmen pamerintah untuk memeliharanya di masa mendalang.

Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

15. Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang
merisahkan kelompok dana menurul  tujuannya, sehingga masing-
masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan
keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima.
Akuntansi dana dapat diterapkan untuk fujuan pengendalian masing-
masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general fund)
sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan
keuangan pemerintah.



PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA
Pengguna Laporan Keuangan
16.Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas pada:
8, masyarakat,
b, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,
dan pinjaman; dan
d. pemerintah.

Kebutuhan Informasi

17.Informasi yang disajikan dalam laporan kevangan bertujuan umum untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan
demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. MNamun
demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan
pemerintah, maka ketentuan laperan keuangan yang memenuhi kebutuhan
inform ra pembayar pajak perlu mendapat perhatiarl .

b p kesed- R frEa @ H Re-ee- 1 d

laporan keuangan, pemennt wajib mparhaﬂh i yang
disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat
menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendir
di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual inl maupun
kebijakan -kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

19.Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola
anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan  laporan  keuangan atas dasar akuntansi  yang
diselenggarakannya. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan  wajib | menyampaikan  laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan,
20.Dalam penetapan enlitas pelaporan, perlu dipetimbangkan syarat
pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan
G =
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terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk
pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan

lainnya.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan
21 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.  Laporan keuangan
terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja,
transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai
kondisi keuangan, mengevaluasi efekfivitas dan efisiensi suatu entitas
pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan,

22 Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

DPK

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu penode pelaporan

untuk kepentingan:
aekluNgagung.go
Mempertanggungjawabkan™=pengelblain sum .d serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
(b} Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh  aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk
kepentingan masyarakat.
{c) Transparansi
Memberikan inforrmasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk  mengetahui  secara terbuka dan  menyeluruh  atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.



(d) Keseimbangan Antargenerasi (infergeneralional equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayal seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

() Ewvaluasi Kinera
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja

yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

bpkag

23.Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
. Menyediakan Iinformasi mengenai kesesuaian cara memperoleh

d iday1 ekonomi dan atuhasinya dengan anggaran yang

c. Menyediakan informasi meagenai | h sumber ek [ ;-,.'a ng

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang
telah dicapai.

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dan
pungutan pajak dan pinjaman.

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai
akibat kegiatan yang dilakukan selama pericde pelaporan.

24 Untuk memenuhi tujuan-ljuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai  sumber dan penggunaan sumber daya
keuangan/ekoncmi, transfer, pembiayaan, sisa lebin/kurang pelaksanaan
anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LOY),
aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suafu entitas pelaporan.
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KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
25.Laporan keuangan pokok terdin dari:

a,

o

g.

= @ a0

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL),
Neraca.

Laporan Dperasional (LOY),

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Calatan atas Laporan Keuangan (CalK).

26. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 25, entitas
pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi

akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan  perundang-

undangan (sfatutory reports).

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN
27.Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan

bpka

T %unda an yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

bagian ;ag)!mml?;ﬂlsgﬁ Hﬂg4-ﬁ @@ﬁ:

b, Undang-undang di bidang keuangan negara,
. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah
daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;

. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah;

Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang
keuangan pusat dan daerah.

a



ASUMSI DASAR
28, Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a, Asumsi kemandirian entitas;

b. Asumsi kesinambungan entitas; dan

e, Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Kemandirian Entitas
20 Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi,

berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri
dan mempunyal kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga
tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemernintah dalam pelaporan
keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya
kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
dengan ftanggung jawab penuh, Entitas bertanggung jawab atas
pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan

urisdiksi wgas p kuknya termasuk atas kehﬂangan atau kerusakan aset
bpkaGttlufiGre thgare-d
prog ang talah

entitas, serta terlahsana fidak

Kesinambungan Entitas
30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan

berdanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan
tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka

pandek.

Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

31, Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan
yang diasumnsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi,

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
32 Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
yvang perlu diwujudkan dalam informasi  akuntansi sehingga dapat

G*
10



memenuhi tujuannya. Keempat karakienslik berikut ini merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar laperan keuangan pemerintah
dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan,

b, Andal;

¢. Dapat dibandingkan; dan

d. Dapat dipahami.

Relevan
43. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kinl, dan
memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil
evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan
keuangan vyang relevan dapat dihubungkan dengan maksud
pEnggunaannya.

34. Informasi yang relevan :

{a) Memiliki manfaat umpan balik {feedback value)
D P K &kl Helkde] e 1A @6 G-
mengoreksi ekspektasi mefeka dim alu. . .
(b) Mermiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksl masa yang
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini,
{c) Tepat wakiu
Informasi disajikan tepat waklu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna dalam pengambilan keputusan,
{d) Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yana dapat
mempengaruhi  pengambilan  keputusan. Informasi yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam
laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam
penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

¢ &
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Andal
95 |nformasi dalam laporan keuangan bebas dari  pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakia secara
jujur, serta dapat diverifikasi, Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat
atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informas:
tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal
memenuhi karakteristik:
(a) Penyajian Jujur
Informasi  menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.
(b) Dapat Diverifikasi (venfiability)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda |jauh.
(c) Nefralitas
Infarmasi diarahkan pada kebutuhan umum dan fidak berpihak pada

k kebutuhan pihak tertentu.
ad.tullingagung.go
Dapat Dibandingkan ) )
36, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara intemal dan eksternal. Perbandingan secara
internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi
vang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat
dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode
terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

37.Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna. Unfuk itu, pengguna

=
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diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna

untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
38 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai

DPK

ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat kebijakan akuntansi
dalam penyusunan kebijakan akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi
dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh
pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang
disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

Basiz akuntansi;

Prinsip nilai historis,

Prinsip realisasi;

Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;

o Qg ol

Prinsip periodisitas;

SCkingagUung.go.

h. Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

30.Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, asef,
kewajiban, dan ekuitas, Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan
disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entilas wajib

menyajikan laporan demikian.

40.Basis akrual untuk LO berarii bahwa pendapatan diakul pada saat hak

untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum
diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas
pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum
dikeluarkan dari Rekesning Kas Umum MNegara/Daerah atau entitas
pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa

disajikan pula pada LO,

G =
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41.Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka
LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakul pada saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serla belanja, transfer
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan
Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana
angaaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA
disusun berdasarkan basis akrual.

42 Basis akrual uniuk Neraca berarti bahwa asef, kewajiban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saal terjadinya fransaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Milai Historis (Historical Cost)

43 Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau
sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset
tersebut pada sast peroiehan., Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan

setarg kasgyang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban
DpKa ek i b et e bisbic-6O
44_Nilai historis lebih dapat dian8atkan dafipada penilaiafsyang ¥eif karena

lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis,
dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait,

Realisasi ( Realization)

45 Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang felah
dictorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan
digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut,
Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka
pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalul
anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas,

46.Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue
principle) dalam akuntansi pemerintah  tidak mendapat penekanan
sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

14



Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance over form)

47 Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi seria
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa
lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan
realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya, Apabila
substansi transaksi atau perstiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan
aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periodisitas (Periodicity)
48.Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan periu

dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat
diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Pericde
utama yang digunakan adalah tahunan. MNamun, periode bulanan,
triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan

Konsistensi (Consistency)

40, Perlakuan aku si yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa
bpKadh-felelid g e erce:
internal). Hal ini ticdak berarti baw o jadi pesd! petlari satu

metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang

dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan
mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

50.Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna. Infarmasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan
keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (Fair Presentation)
51.Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

q-é?
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Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
K.euangan.

52 Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi
penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa
dan keadaan tertentu, Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta ftingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan
sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan
dalam kondisi ketidakpastian sehingga asst atau pendapatan tidak
dinyatakan terlalu linggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
Mamun  demikian, penggunaan  pertimbangan  sehat  tidak
memperkenankan, misalnya, pembeniukan cadangan tersembunyi,
sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau
sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga
laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL
kﬁa Kendala i rrnas'.l hunlansi dan Iapﬂr-an Heuangan adalah setiap I-cea{iaan

meu.rujudkan mfﬂrmam akunta -:Ean Jan keuanga gng an dan

andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan
kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi
akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

a, Materialitas;

b. Petimbangan biaya dan manfaat;

¢ Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

54, Walaupun ideainya memuat segala informasi, laporan kKeuangan
pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi Kriteria
materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalalan untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar
laporan keuangan,

@ <=
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Pertimbangan biaya dan manfaat
55 Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi  biaya

penyusunannya, Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak
semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari
biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat
merupakan proses perlimbangan yang substansial, Biaya itu juga tidak
harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat
mungkin juga dinikmati cleh pengguna lain di samping mereka yang
menjadi tujuan informasi, misainya penyediaan informasi lanjutan kepada
kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas

pelaporan.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
56, Keseimbangan antar karakteristik kualtatf diperlukan untuk mencapai

bpkK

ok

zuatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemenntah, Kepentingan
relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara
relasi an ndalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua

=k L] Fid G GO

profesional.

UNSUR LAPORAN KEUANGAN
57.Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran

(budgetary reports). laporan finansial, dan CalLK. Laporan pelaksanaan
anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial
terdiri dari Meraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang
merinei atau menjelaszkan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan
anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak
terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial,

LAPORAN REALISAS| ANGGARAN
58.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.

F <~
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59. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran
terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut |

1a)

(b}

(d}

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah
lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam pericde tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemernntah, dan
tidak periu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saido Anggaran
Lehih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang ltidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan darifkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penarimaan/pengeluaran yang
tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar

|| dan tau ahan dJlenma I-:emhah baik pada tahun anggaran
penga nggaran pe menn! tarut dlmaksud m:u I'Iuh..lp

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil
divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada
gntitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
60. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebalumnya,

NERACA
81 MNeraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenal aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu,

62, Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur dapal dijelaskan sebagai berikut :

G &
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(e) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi danfatau sosial di masa depan diharapkan
dapat dipercleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.

(1 Kewajiban adalah utang yang fimbul dari peristwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

{g) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisin

antara aset dan kewajiban pemenntah.

Aset
63. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi
aset tersebut uniuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak

Ianisin 4%@ keglatan operasional pemerintah, berupa aliran

k]
64, Aset diklasifikasikan ke dal ﬁﬁﬂt Iaa dan nung gtu aE-E’t

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan
dalarn kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

85, Aset lancar meliputi kas dan setara kas, invesiasi jangka pendek, piutang,
dan persediaan.

66. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak
berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk
kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset
nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap,
dana cadangan, dan aset lainnya.

67.lnvastasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam
jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang
meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen
antara lain investasi dalam Surat Utang Megara, penyertaan modal dalam

G =
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proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen |ainnya. Investasi
permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi
permanen lainnya.

B8 Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
pengerjaan.

60 Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk
dalam aszet lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama

(kemitraan).

Kewajiban

70. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai
kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan
pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

71, Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelakzanaan tugas atau
tanggungjawab  untuk  bertindak di masa lalu. Dalam konteks
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
pembiayaan Fl-ll'lj man dari masyarakat, temhaga keuangan Enlltas

D p kel ftiscierel
terjadi karena penkatan den pega ang hek&r; ::Ia enntah
atau dengan pemberi jasa lainnya.

72.Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuansi
dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

73 Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Kewsajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah
kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan selelan 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan,

Ekuitas
74_Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisin

antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas
di Meraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan
Ekuitas.
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LAPORAN OPERASIONAL

75.Laporan Operasional menyajikan khtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/dasrah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan,

76. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri
dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-
masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

(b} Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih.

(c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewsajiban pengeluaran uang
darifoleh suatu entitas pelaporan darifkepada entitas pelaporan lain,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

(d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan |luar biasa atau beban |uar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan

bpkadHAGAGEGURG §C.

LAPORAN ARUS KAS
77.Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aklivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan galdo
awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah
pusat/daerah selama penode tertentu.
78.Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penenmaan dan
pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
(a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Negara/Daerah.
(b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
Bendahara Umum Negara/Daerah.
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
79.Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenakan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan  dibandingkan dengan tahun

sebalumnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

50, Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau nincian
darl angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Meraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga
mencakup Informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh
entitas pelaporan dan infarmasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan
keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan
mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
{a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan

Entitag, Akuntansi,
b pK Gttt @e e 66
rna‘n:lru; " .

{c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapalan target;

{d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(g} Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;

{l Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Permnyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan;

(g} Menyediakan informasi lainnya yang diparukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

g_é?
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PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
81.Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan
beban, sebagaimana akan termuat pada laporan  keuangan entitas
pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan
jumiah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh

kejadian atau peristiwa terkait.

82 Kriteria minimum yang perlu dipenuhi cleh suatu kejadian atau peristiwa

untuk diakui yaitu:

(a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dan atau
masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;

(b} kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

83.Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi Kriteria

kA UMGEGURg. go.

Kemungkinan Besar Manfaat E

Depan Te

84.Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar

manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat
kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan
dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke
entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi
ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat
kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan
dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan

laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran
85. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai vang akibat

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun
ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.
Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak

qL:F'
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mungkin  dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

86.Penundaan pengakuan suatu pos atau penstiwa dapat terjadi apabila
kriteria pengakuan baru terpenuhi  setelah terjadi atau tidak terjadi
peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

87 Aset diakul pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal.

88. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau
heban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus
kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain lelah atau tetap
masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

80. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber
dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan
hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, sera

pem iayaan, seperti hasil pinjaman. Froses pemungutan
Dpkaetitineacuime-cer

pihak atau rnstans.l Dengan ikian, pengakugihe. enchmaan kas
oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memeriukan
pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan
waktu sejak uang diferima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum
Negara/Daerah, Aset tidak diskui jika pengeluaran telsh terjadi dan
manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah
setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

90, Kewajiban diakul jlka besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampal saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal,

91. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewsjiban diakui pada saat dana
pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.



Pengakuan Pendapatan
92, Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut

atau ada aliran masuk sumber daya ekcnomi. Pendapatan-LRA diakui
pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh

entitas pelaporan.

Pengakuan Beban dan Belanja
93, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asel,

atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

84, Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah stau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran
melalul bendahara pengeluaran pengakuannya lerjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungs! perbendaharaan,

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
05 Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setigp pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos
D P K kel skl b i) ver (e

dicatat sebesar pengeluaran gun sumber days F:k S ata;

sebasar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

86. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah,

PRINSIP PENGAKUAMN DAN PENGUKURAN BERPENGARUH LUAS
(PERVASIF)

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan,
dan beban didasarkan pada prinsip pervasif dan Kerangka Dasar Penyajian
dan Pengukuran Laporan Keuangan. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan
tertentu untuk transaksi, peristiwa lain, atau kondisi lainnya, maka manajemen
harus menggunnakan pertimbangannya (judgement) untuk mengembangkan
dan menerapkan kebijakan akuntansi. Dalam membuat pertimbangan
manajeman mamperhatikan sumber-sumber berikut:

&
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1. persyaratan dan panduan dalam SAP yang berhubungan dengan isu yang
serupa dan terkait

2. definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban,
pendapatan dan beban

3. persyaratan dan panduan dalam SAK lain yang berhubungan dengan isu
serupa dan terkait,

4. jika panduan tambahan yang diperiukan untuk membuat keputusan, maka
manajemen dapat mempertimbangkan pengaturan terkini dar badan
penyusun standar lain yang menggunakan kerangka dasar yang serupa
untuk mengembangkan standar akuntznsi, literatur akuntansi lain dan
praktik industri yang berterima umum, sepanjang tidak bertentangan dengan
sumber-sumber pada nomor 1 sampai 3.

BUPATI TULUNGAGUNG

MARYOTO BIROWO

bpkad.tulungagung.go.id
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TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi  Anggaran (LRA) merupakan laporan
pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang terdapat
dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas
dan ketaatan entitas terhadap anggaran,

Dari LRA juga dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran entitas
yang dapat menjadi salah satu indikator produktivitas atau kinerja entitas.
LRA dizusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas.

bpked.fulungagung.go.id

1. Tujuan kebijakan Laporan R an adalah dasar-
dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi
realisasi dan anggaran entitas pelaporan, Perbandingan antara anggaran
dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang
telah disepakati antara legisiatif dan eksekufif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran
yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

4. Kehijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan,
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah,

¢ &
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MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplusf/defisit-LRA, dan pembiayaan
dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya
ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran
dengan:

(a}) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diferima untuk mendanal
kegiatan pemerintah daerah dalam perode mendatang dengan cara
menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat

b k Tn infgrmasi kepada para pengguna laporan tentang Indikasi d
p {a telah dilaksanakan secarglsu gﬂf dan herrg g

(b} telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD), dan

(e} telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINIS]

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi
i
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah  meliputi rencana pendapatan, belanja, ftransfer, dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurul
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

aran Pendapatan dan ja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Parwakilan Rakyat Daerah,
Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan
mandat yang diberikan kepada bupati untuk melakukan pengeluaran-
pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan,
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Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penarimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dilakukan kompensasi antara penaerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Belanja adalah semua pengeluaran dar Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisinkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan,

Kas Daerah adajah tempal penwrnpanan uang daerah yang ditentukan
Slhot PP EH O =GO

seluruh pengeluaran dae rah
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, Konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Otorisasi Kredit Anggaran (allotment] adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi

instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum
Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode
otorisasi tersebut.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
periu dibayar kembali oleh pemenntah.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali danfatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikuinya,
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yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki cleh Pemerintah Daerah

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dar
akumulasi SiLPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan,

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPAISIKPA) adaiah

selisih lebihkurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, sera

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu
periode pelaporan

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA
dan belanja selama satu periode pelaporan

T fer g adalap pensrimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas »
bl pledeb b ek G e PG 3 |

dan dana bagi hasil.

STRUKTUR LAPORAMN REALISASI ANGGARAN

8. Laporan Realisasi Anggaran menygjikan informasi realisasi pendapatan-

LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas,

dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi
berikut:

{a) nama entitas pelapeoran atau sarana identifikasi lainnya;

{b) cakupan entitas pelaporan,

{c) periode yang dicakup;

{d) mata uang pelaporan; dan

(&) satuan angka yang digunakan.
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PERIODE PELAPORAN

10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan
Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang
lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengung kapkan
informasi sebagai berkut;
(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
(b} fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU
11.Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang [ika laporan

tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya Faktor-faktor seperti
kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas
ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan
tepat wakiu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi
Anggaran selambat-lambatnya 8 (enam) bulan setelah berakhimya tahun

b k anggaran .
ad.tulungagung.go.id
p 151 LAPORAN REALISASI ANG AN . .
12.Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplusidefisit,
dan pembiayaan yang diperiukan untuk penyajian yang wajar. Laporan
Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.
Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab
terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya,
serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap
periu untuk dijelaskan.
12.Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos
sebagai berikut:
(a) Pendapatan-LRA;
({b) Belanja;
(e} Transfer;
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{d) Surplus/defisit-LRA;
{e) Penerimaan pembiayaan,
(fi Pengeluaran pembiayaan;
{g} Pembiayaan neto, dan,
(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA J SIKPA).
14.Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran apabila diwajibkan oleh Kebijakan Akuntansi ini, atau apabila
penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi

Anggaran secara wajar.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI

ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

15 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut |enis
pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih
lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

16, Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Klasifikasi belanja menurut organisasi

bpkdB IR G S uR G §o-

Laperan Keuangan.

AKUNTANSI ANGGARAN

17.Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

18. Akuntansi anggaran disalenggarakan sesuai dengan struktur anggaran
vang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan
menjadi alokasi eslimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari
apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).
Anggaran pembiayaan fterdi dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.
19. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan

anggaran dialokasikan,
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AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

20, Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah.

21, Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

22 Transfer maszuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain.

23. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penermaan bruto, dan fidak mencatat jumiah
netonya (setefah dikompensasikan dengan pengeluaran).

24 Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidsk dapat
dianggarkan terlebin dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
brute dapat dikecualikan.

25 Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan
U,

26 Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring)
atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun

b k ada perifle sefgelumnya  dibukukan sebagai pengurang pendapatan-
ad . Tultihgagqung.qo
p 27 Koreksi dan pengembalian sifatnye’ tidak berul {r:u c:urring-}
atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada
periode yang sama.

28 Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring)
atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang Salde Anggaran Lebih pada pericde
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut,

70 Akuntansi pendapatan-LRA  disusun  untuk  memenuhi  kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan
pengendalian bagi manajemen pamarintah pusat dan dagrah.

AKUNTANSI BELANJA DAN TRANSFER
30. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah.
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31.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

32.Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum,

33, Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja).

34, Klasifikasi ekenomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada
jenis belanja untuk melaksanakan suatu akiivitas. Klasifikasi ekonomi
untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. dan belanja tak
terduga.

15, Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang,
bunga,subsidi, hibah, bantuan sosial,

36, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset ietap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Bela dal m I|pu|:| antara lain belanja modal untuk perclehan tanah,

bpkaekdtitiaeigeri J.00.1d

37, Belanja lain-lain/tak terduga h pe aran angg Eg|atan
vang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran lidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/daerah.

3B, Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah
pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah,

30 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen anggaran.

40 Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang
terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang
belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada pericde
berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja  dibukukan  dalam
pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

41 Akuntansi  belanja  disusun  selain  untuk memenuhi  kebutuhan
pertanggungjawaban sesual dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan
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untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur
efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA
42 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode

pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA

43, Surplus-LRA adalah selisin lebin antara pendapatan-LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan.

44 Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan,

AKUNTANSI PEMBIAYAAN
45 Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,
baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran. Penenmaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
sil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan

pinjaman, g dan
DD K& vk bbb [ emleb bt GheCrese
pemberian pinjaman kepada=e aifl, dan penyertzan Madal oleh
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAY AAN
45. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan
obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan  negara/daerah,

pemerintah.

penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga,
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

47 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerah.

48. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penermaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

33

a



AKUNTAMNSI PENGELUARAN PEMEBIAYAAN

49 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak
ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali  pokok
pinjaman dalam pericde tahun anggaran tertentu, dan pem bentukan dana
cadangan.

50. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Megara/Daarah.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

51, Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan seielah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam penode tahun anggaran
tertentu.

52 Selisih lebihkurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto,

AKUNTANSI SISA LEBIHIKURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN

(SILPAISIKF
bpkesekeithinae
p-engelu-aran selama satu pen |
54 Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, sera

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

55, Sisa lebih/kurang pembiaysan anggaran pada akhir pericde pelaporan
dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

56, Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah,

57.Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang
digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing
tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs tangah bank sentral pada tanggal transaksi.

58.Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata vang asing yang digunakan
dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka
ransaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah

a +,



berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk

memperoleh valuta asing tersebul

59 Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
untuk bertransaksi dan mata vang asing tersebut dibeli dengan mata uang

asing lainnya, maka:

(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan

dengan menggunakan kurs transaksi;

(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam
rupiah berdasarkan kurs tengah bank seniral pada tanggal transaksi.

PEMERINTAH KABLUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
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LAMPIRAN 11l : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR . 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02
LAPORAN OPERASIONAL

PENDAHULUAN

TUJUAN
1. Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar

penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi
ujuan akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan  sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan
operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban,
dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan,

bpkagkulungagung.go.

4, Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi
dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-
LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu penode pelaporan
tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

6. Pengguna laporan  membutuhkan Laporan  Operasional  dalam
mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit
atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional
menyediakan informasi:
() mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah

untuk menjalankan pelayanan;

G #39
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tidak gipekenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan
K @thatddvtait@aeded 0. 0O
baf peme b

(b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

(¢} yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemenntah daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

(d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
ekuitas (bila surplus operasional).

. Laparan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus

akuntans! berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga
penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca
mempunyai keterkailan yang dapat dipertanggungjawabkan,

DEFINISI
8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini:

Azas Bruto adalah suatu prinsip fidak diperkenankannya pencatatan
panerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau

h dalam b

kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau

Bantuan Keuangan adalah be n uang

peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang dibenkan kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risike sosial.
Basis Akrual adalzh basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau
jusa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset yang bersangkutan.

qﬁ
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Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran vang atau kewajiban
untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansl dan menyusun laperan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan,

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan kauangan.

Penda ibah adalah pendapatan pemerintah dalam benluk
uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat fidak wajib dan tidak
mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diskul sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

suatd entitas

palaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biaza yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
tidak diharapkan sering atau rutin teriadi, dan berada di luar kendali atau
pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah  beban pemerintah  yang diberikan  kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang berfujuan untuk membantu biaya
produks| agar harga jual produkfjasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh
masyarakat

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisin lebih/kurang

antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban salama
satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan
non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selsih antara nilai buku aset

dengan harga jual aset.

o Z
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PERIODE PELAPORAN

g.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan
Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih
pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagal
berikut:

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tabun;

(b) fakta bahwa jumiah-jumiah komparatif dalam Laporan Operasional dan

catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

10, Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak

tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi
pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan

entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN IS| LAPORAN OPERASIONAL

11

. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

12.

T3

LO, yang diperlukan untuk yajian Wang wajar aratif.
Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan
Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas
keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, seria
daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap periu
untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika
dianggap periu, diulang pada setiap halaman laporan, infarmasi berikut:
{a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

(b) cakupan entitas pelaporan;

{¢) periode yang dicakup;

{d) mata uang pelaporan; dan

{e) satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut;

{a} Pendapatan-LO

(b) Beban

{e)  Surplus/Defisit dan operasi

& 2
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14.

(d) Kegiatan non operasional

(8) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

(fi Pos Luar Biasa

(@) Surplus/Defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumiah
lainnya apabila diwajibkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tulungagung, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk

menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

INFORMAS| YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU
DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

13.

18.

17.

DpKa

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitaz pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut
klasifikasi jenis beban.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun

klasifikasi fhan enurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi
‘: lwe

b i pob et} €3,

1]

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

18.

18.

20.

21.

2.
23.

Pendapatan-LO diakui pada saatl.

(a) Timbulnya hak atas pendapatan;

{b} Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonormi.

Pendapatan-LO vyang dipercleh berdasarkan peraturan perundang-
undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
Pandapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan
yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan,
Pendapatan-LO yang diakui pada saal direalisasi adalah hak yang telah
diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Pendapatan-LO diklasifikasikan menurul sumber pendapatan.
Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah
dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli

& & 4
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daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-
masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

24 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di
estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan

28. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan
Lmum,

27. Pengembalian vang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada penode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring)
atas pendapatan-LO yang terjadi pada pericde penerimaan pendapatan

dibukwkangsebagas penglrang pendapatan pada periode yang sama,
D p kréeh et e C i}
atas pendapatan-LO yang t | padd-griode sebefwmnya™dibukukan

sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan

pengembalian tersebut,

AKUNTANSI EEBAN
30. Beban diakui pada saat:
{a) timbulnya kewajiban,
(b} terjadinya keonsumsi aset,;
(c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

31. Saat timbuinya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dan pihak
lain ke pemernntah tanpa diikuti keluarmya kas dar kas umum daerah,

32. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran
kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajipan dan/atau
konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

33. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai  aset sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutan/berlalunya waktu.

& 2,
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34,

35.
36

s

38,

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekenomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis
beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri darl beban
pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban
bantuan sosial, beban penyusutan aset tefap/amortisasi, beban transfer,
dan beban tak terduga.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluarkan uang dari entilas pelaporan kepada sualu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi
pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi alas beban
dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

kSLIR LUi %ISIT RI KEGIATAN OPERASIONAL

40

41.

42,
43.

44,

45.

dan beban selama satu permﬁ lap gu lm @ @’.

Defisit dari kegiatan operasgional adalah selisih kurang antara pendapatan
dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebihvkurang antara pendapatan dan beban selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasianal.
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan
tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara
lain surplus/defisit penjualan asst non lancar, surplus/defisit penyelesaian
kewajiban jangka panjang, dan surplusidefisit dar kegiatan non
operasional lainnya.

Selisih lebinvkurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan
surplus/defisit dari kegiatan non cperasional merupakan surplusidefisit

sebelum pos luar biasa.

@ 4%



POS LUAR BIASA

48, Pos Luar Biasa disajikan terpizsah dar pos-pos lainnya dalam Laporan
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar
Biasa.

47. Pos Luar Biasa memuat kejadian |uar biasa yang mempunyai karakteristik
sehagai berikut:
(a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun

anggaran;

(b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan
{c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

48. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO
49, Surplus/Defisit-L0 adalah penjumlahan  selisih  lebih'kurang antara
surplusidefisit keglatan operasional, kegiatan non operasional, dan

kejadian luar biasa.

b p k‘iSuFrfiuaﬂ}T-sl!lji? ﬁcﬁagakg paﬁelﬁrﬁipiah‘a ke

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DA BEBAN BERBENTUK

BARANG/JASA

51. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barangfjasa harus
dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar
barangfjasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi
semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas
Laporan Keuangan sehingga dapat memberkan semua informasi yang
relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

46
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LAMPIRAN |V : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR - 78 TAHUN 2022
TANGGAL: 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSINOD. 03
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah
mengatur penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2. Tujuan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah memberikan
informasi komparatif dengan periode sebelumnya atas pos-pos di Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Informasi ini disajikan  untuk
pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan,

RUANG LINGKUP

Pem daer g menyusun_dan_menyajikan laporan keuangan =
P K oL eh: o Jlobep e | O

saldo anggaran |Eh1h sesuai déngan ke ahan ini untt¥ setiaf periode

penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan
keuangan pokok.

4. Laporan perubahan saldo anggaran lebih hanya disajkan oleh entitas
palaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

5. Kebijakan ini harus diterapkan pada laperan keuangan untuk tujuan umum
cleh entitas pelaporan,

6. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi kevangan
yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat,
legislatif, lembaga pengawas., pemeriksa, pihak yang memben atau
barperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah
vang lebih tinggi, Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang
disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam
dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan

7. Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan laporan perubahan salde
anggaran lebih pemearintah daerah, kecuall perusahaan daerah.

&
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DEFINISI
8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah
meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur
dalam satuan rupiah, yang disusun menurul klasifikasi tertentu secara
sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangl Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh peambayarannya kembali oleh
pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

n unt k dlgahunghan pada entitas pelaporan. .
cAle

O D KelGhebb HEHGECHHE Gl
enlitas akuntansi atau Entlta5 peldpdran yahg'menurut paraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konve nsi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-prakbik spesifik yang dipilih cleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaperan, atau
entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
Pendapatan-LRA adalah semua penerirna_an Rekening Kas Umum
Megara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak periu
dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh gubemur/bupatifwalikota untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

£F
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Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

=) ih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPAISIKPA) adalah
selisih lebihkurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiaysan dalam APBN/APBD selama
satu periode pelaporan.

Surplusidefisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LBA
dan belanja selama satu periode palaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal har terakhir dan suatu periode

pelaporan.

uMUM

8. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lehih sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan
keuangan untuk tujuan umum
Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dan unsur-unsur

b p k yang ; a:%at dai]m Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam

REgagung.go.i

STRUKTUR DAN ISI

10, Setiap pos dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebin harus
disajikan secara sistematis.

11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi tentang
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai, antara lain:

a. Menyajikan informasi tentang gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun

pelaporan,

PENYAJIAN

12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah bagian dari laporan
anggaran yang menyajikan informasi secara komparatif dengan periode
sebelumnya pos-pos bernkut:

g &
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a. Saldo Anggaran Lebih awal,
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

¢, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
=]

. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

PELAPORAN

13. Entitas pelaporan melaporkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

sebagai bagian dari laporan anggaran.

SUSUNAN

PEMERIMNTAH KEABUPATEM TULUNGAGUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO AMGGARAN LEBIH
Per 31 Desamber 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah)

| MNo. Uralan 20X1 20X0
' 1 | Salde Anggaran Lebih awal - XX ook |
2 | Penogunaanl] SAL  sebagal  Penerimaan (X (XXX) =
&m u [ | I [
5 3 [ |
4 | Sisa LebihKurang Pembiayaan Anggaran HHX XKX
(SILPASMSIKFA)
5| Subtotal (3+4) KA WK
& | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun YK XX
Sebelumnya -
7 | Lain-lain N HHX HHK
8 Saldo Anggaran Lebin Akhir (5+8+7) AN HHR

BUPATI TULUNGAGUNG

Uese

—

MARYOTCO BIROWO
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JUL| 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas adalah mengatur penyajian
Laporan Perubahan Ekuitas,

2. Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan informasi
mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-
LO, koreksi dan ekuitas akhir. Informasi ini  disajikan  untuk

pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan

RUANG LINGKUP
3. Pemerintah daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan

Jo)Cinmiviininiat=iatkiaiamiaron

keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.
4 Laporan perubahan ekuitas disajikan oleh entitas akuntansi dan pelaporan

yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

5 Kebijakan ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum
oleh entitas pelaporan

B. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan
yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masya rakat,
legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, seria pemerintah
yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang
disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam
dekumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

7. Kebijjakan ini berlaku untuk penyusunan laporan perubahan ekuitas
pemerintah daerah, kecuali perusahaan daerah

a



DEFINISI
8 Berikut adalah istilah-istilan yang digunakan dalam kebijakan dengan

bpKkK

al it

pengertian:

Ekuitas adalah kekayaan bersin pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyalenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan
perlanggungjawaban berupa laperan keuangan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-prakiik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
n keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang

merur}qﬁ% gabus gan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan,

iah nalﬂaﬂgﬁt ). I

Laporan ahan Ekuitas“ad n keuanga = uruukan

perubahan ekuitas selama satu periode.
Surplus/defisit-LO
belanja selama satu penode pelaporan.

endapatan-LO dan

Tanggal pelaporan adalah tanggal han terakhir dari suatu periode
pelaporan.

KETENTUAN UMUM
8. Sefiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Laporan Perubahan

Ekuitas sebagal bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk

tujuan umum.

10. Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur

yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

o 2
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STRUKTUR DAN IS]
11. Setiap pos dalam Laporan Perubahan Ekuitas harus disajikan secara

sistematis.

12. Laporan Perubahan Ekuitas dibuat menggunakan data Ekuitas Awal dan
data perubahan ekuitas periode berjalan yang diperoleh dari Laporan
Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas

ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas.

PENYAJIAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
13. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas
menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
a) Ekuitas awal
b) Surplusidefisit-LO pada periode bersangkutan;
¢) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
diantaranya:
b k ksi kesalahan mendasar dari perﬂediaan yang terjadi pada ,
ad AReaaqung.go.id
p 2. perubahan nilai asat kare valuaal as ap
d} Ekuitas akhir,
14. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka
laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuvangan :
a) Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta
perubahannya selama penode benalan.
b) Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi
antara nilal tiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode
mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah,

P
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SUSUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah) S
No. Uraian 20X1 2060 |

1 | Ekuitas awal WK XX

2 | Surplus/ Defisit LO KA, KX

3 | Dampak kurmulatif perubahan W KX

kebijakan/kesalahan mendasar :

4 Koreksi nilai persediaan AKX KKK

5 Sellsih revaluasi aset tetap KK XK

6 Lain-lain XX X0

8 | Ekuitas Akhir (5+6+7) 00K KX

BUPATIT NGAGUNG

/N

s
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LAMPIRAN V1 PERATURAN BUPAT| TULUNGAGUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05
NERACA

PENDAHULUAN
TUJUAN

1

2.

Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian
MNeraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhl fujuan
akuntabilitas.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

RUANG LINGKUP

bpkart o e

entitas akuntansi dan entilas pelaporan,

STRUKTUR DAN IS]

4.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan
nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang dalam neraca.

. Pemerintah Daerah mengungkapkan setiap pos aset dan Kewajiban yang

mencakup jumiah-jumiah yang diharapkan akan diterima atau dibayar
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumliah-
jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dan
12 (dua belas) bulan.

. Apabila Pemenntah Daerah menyediakan barang-barang yang akan

digunakan dalam menjalankan Kkegiatan pemerintahan, perlu adanya

klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nenlancar dalam neraca untuk

memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan

dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk
keperluan jangka panjang.

G 7
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7. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
barmanfaat untuk menilai likulditas dan solvabilitas Pemerintah Daerah.
Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban
seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui
apakah aset diklasifikasikan sebagai asel lancar dan nonlancar dan
kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang.

8 Meraca menyajikan secara komparatif dengan penode sebelumnya pos-pos
berikut:

a) kas dan setara kas,

b) investasi jangka pendek;

¢} piutang pajak dan bukan pajak;

d) persediaan;

g] investasi jangka panjang,

fi aset tetap,

g] kewajiban jangka pendek;
kewaiuban jangka panjang;

it& .
B 6] B 186 O |
Neraca piaa Kebijakan Akunfansi Pe tah Kabup qagung

mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara

wajar posisi keuangan Pemerintah Daerah,
10. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan
pada faktor-faktor berikut ini:
(a) sifat, likuiditas, dan materialitas asef;
(b) fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas
pelaporan;
(c) jumnlah, sifat, dan jangka waktu kewajban.
11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur
dengan dasar pengukuran yang berbeda.

sr



SUSUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NERACA PEMDA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Calam Rugiah)

) Bagian Lancar Pinjaman kepada Peruaghaan Daerah

Mo Uraian 20x1 20X0
ASET
ASET LAMCAR
Kas di Kas Daerah 00K X
Kas di Bandahara Pengeluaran WK WK
Kas di Bendahara Penenmaan WK X
“Investasi Jangka Pendek o o
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LAMPIRAN VIl PERATURAN BUPATI TULUNGAGLING
NOMCR 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06
LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian
laporan keuangan untuk tujuan umum {general purpose financial
statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas,

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenal
sumber, panggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode
akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Informasl inl disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan

keputusan.

bpkagd.tulungagung.go.

3. Pemarintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan
keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas
sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian laporan
keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok,

4. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas
pemerintah dasrah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah,
atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau
menurut kebijakan, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan
arus kas, kecuali perusahaan daerah,

MANFAAT INFORMASI| ARUS KAS

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumiah arus kas di masa
yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran
arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk
dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

& =
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DEFINISI
7. Berikut adalah istilah-istilzh yang digunskan dalam Kebijakan Akuntansi

ini:

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemenntah selama satu periode

akuntansi
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi
lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas,

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar
kembali danfatau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang

jangka panjang.
ktivitazs nonanggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran

bpkart:tuimmyayurtg go:

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas
yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, invesiasi, dan pendanaan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurul ketentuan

peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampalkan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempatl penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Walikota untuk menampung seluruh penenmaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama
dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
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Mata uang pelaporan adalah mata vang rupiah yang digunakan dalam

menyajikan laporan keuangan

Metode Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus
diungkapkan.

Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian laporan arus kas
dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi

operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual)
penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, seria unsur
penarimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan
aktivitas investasi dan pandanaan

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Urmurm Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
Urnurm Daerah

Periode akuntansi adalah perniode pertanggungjawaban keuangan entitas
pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
Perusahaan dae h adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

ya _ir@i}i I&h g Bg Q
Setara kas adalah investasi jangka pentek yang san ik ng 51ap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dan risiko perubahan nilai yang

signifikan
Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir darn suatu periode

pelaporan.

STRUKTUR DAN ISI
8. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan

informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris memberkan informasi yang memungkinkan para pengguna
laporan untuk menilai pengaruh dan aktivitas tersebut terhadap posisi kas
dan =zetara kas pemenntah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitons.

&
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10.Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pefunasan
pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan
diklasifikasikan ke dalam akfivitas pendanaan sedangkan pembayaran
bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas
operasi kecuall bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam
aktivitas investasi.

11. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran
maka laporan arus kas dapat dizajikan dengan mengacu pada akun-akun
pelaksanaan anggaran lersebut.

12.¥ang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun
yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transter, pembiayaan,
dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan
menjadi aktivitas operas|, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan

nonanggaran.
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ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
akuntansi.

14, Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup
untuk membiayai aktiviias operasionalnya di masa yang akan datang tanpa
mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

15, Arus masuk kas dar aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

(@) Penarimaan Perpajakan;
(b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBF);
(¢) Penerimaan Hibah,;
(d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan daerah dan Investasi Lainnya;
(&) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
(f) Penerimaan Transfer,
16. Arus keluar kas untuk aklivitas operasi terutama digunakan untuk:
(a) Pembayaran Pegawal
(b) Pembayaran Barang,
(¢) Pembayaran Bunga;



{d) Pembayaran Subsidi;

(e) Pembayaran Hibah;

(f} Pembayaran Bantuan Sosial;

(@) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
(h) Pembayaran Transfer

17.Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya
sama dengan persediaan, yang dibeli unituk dijual, maka perclehan dan
penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas
operasi.

18. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas
lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kena,
penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka
pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

AKTIVITAS INVESTASI
10, Aktivitas investasi adalan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

b k marrtl:rtt]a investasi aingya
pkagktuttmgagumygo:
20.Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas brute dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber
daya ekonomi yang berujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
21.Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdin dari:
{a) Penjualan Asst Tetap,
(b) Penjualan Aset Lainnya;
(c) Pencairan Dana Cadangan,
(d) Penaerimaan dari Divestasi,
(e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
22 Arus keluar kas dan aktivitas investasi terdini dari:
(a) Perolehan Aset Tetap,
(k) Perolehan Aset Lainnya;
{c) Pembentukan Dana Cadangan,
(d) Penyertaan Modal Pemerintah;
(@) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.
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AKTIVITAS PENDANAAN

23 Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang yang berhubungan dengan pemberan piutang jangka panjang
danfatau  pelunasan ulang jangka panjang yang mengakibatkan
perubahan dalam jumian dan komposisi piutang jangka panjang dan utang
jangka panjang.

24 Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian
pinjaman jangka panjang.

25, Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

{a) Penerimaan utang luar negeri;

(b) Penerimaan dari utang obligasi;

(¢) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah,

(d}) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.
26.4Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Pembayaran pokok utarg luar neger;

(b) Pembayaran pokok ulang obligasi;

b k éagel ran k untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
DK b hebltblblb ettt =65 O .

AKTIVITAS TRANSITORIS

27. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak termasuk dalam aklivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

28 Arus kas dan aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan
pendanaan pemerintah, Arus kas dari aklivitas transitoris antara lain
transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali
uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, sera kinman uang.
PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong
dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak
ketiga mizalnya potongan Taspen dan  Askes. Kinman uang
menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

20, Arus masuk kag dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan
penerimaan transitoris seperti kiiman uang masuk dan penerimaan
kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

4
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90, Arus keluar kas dan aktivitas transitoris mefiputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitoris seperti kinman uang keluar dan pemberian uang

persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI,

PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

31.Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitors.

32 Entitas pelaporanmenyajikan arus kas dari aklivitas operasi dengan
menggunakan metode langsung. Metode ini  mengungkapkan
pengelompokan ulama penerimaan dan pengeluaran kas bruto,

33. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

(a) Menyediakan informasi yang lebin bak untuk mengestimasikan arus
kas di masa yang akan dalang;

{b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

(c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat

bpkaerteriturgagung.go.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH
34 Arus kas yang timbul darl aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar
arus kas bersih dalam hal;

(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat
(heneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain
daripada aktivitas perrerintah. Salah satu contohnya adalah hasil
kerjasama operasional

(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang
perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka wakiunya

singkal.

BUNGA DAN BAGIAN LAEA

35 Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran
beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan
dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah,

o =
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Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan
kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

36, Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas
aktivitas opsrasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

a7.Jumiah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan
dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas uniuk
pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

38.Jumlah penstimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah
yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang
benar-benar diterima dan bagian laba perusahaan dasrah dalam perniode

akuntansi yang bersangkutan,

TRANSAKSI BUKAN KAS

39. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam
Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan

dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak

mempengaruhi kas pericde yang bersangkutan,

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS
41.Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam

Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.,

PENGUNGKAPAN LAINNYA
42 Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang
signifikan yang tidak boleh digunakan ocleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.
43, Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna
laporan dalam memahami posisi kevangan dan likuiditas suatu entitas

palaporan,

4 &
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LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JUL| 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
TUJUAN

1,

Tujuan Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan adalah
mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan
atas Laporan Keuangan.

Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk
meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan
pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

RUANG LINGKUP
3. Standar ini harus diterapkan pada:

bpkK

LU gagMngaQ.

untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas
pelaporan.

4. Laporan keuvangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan
yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat,
legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memben atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.
Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau
bagian dan laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik
lainnya seperti laporan fahunan.

Kaebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
laporan Keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
keuangan konsclidasian, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan
laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka standar

ini harus diterapkan ocleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria
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satu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan danfatau standar

akuntansi mengenai entitas pelaporan pemernntah.

DEFINISI
7. Berikut adalah ishlah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi

DPK

o

mi;

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah  meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu penode,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disefujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai danfatau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
pleh pemerintah maupun masyarakal, serta dapat diukur dalam satuan
ng,y termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan  untuk
Ghd b IR AR €GO
dipeliha;:a Iharana alasan seja an b a. . d
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mangakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan,

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurang Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah,

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau kensumsi aset atau timbulnya kewajiban

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aseat dan kewajiban pemerintah.

Enti laporan adalah unit pemerintahan yang terdin dan satu atau

lebih entitas akuntansi atau enttas pelaporan yang menurut ketentuan
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peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan,
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah,
Materialitag adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau peniiaian pengguna
vang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
hakikat atau besamya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kemball danfatau pengeluaran yang akan ditenma kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
b k menuiup defisit at |_| memanfaatkan surplus anggaran,

p Daerah yang menambah Sa @Angggmm dagpeﬁ lahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LO adalah hak pemernntah dasrah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan,

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka
laporan keuangan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran Lebih yang
berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya
dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

KETENTUAN UMUM

B. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas
Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan
keuangan untuk tujuan urmum.

9. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat dipahami oleh pembaca secara |uas, tidak terbatas hanya uniuk

Z
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pembaca terentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan
Keuangan mungkin mengandung Iinformasl yang dapat mempunyai
potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk
menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat
Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan

pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

10.Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca

11

laporan keuangan, Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran
meampunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami kensep akuntansi
akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial
cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan
keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos
laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan,

.Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntans! yang

diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman

dalam memahami laporan keuangan.

TRUKT N IS
bpkaek-Hstiaaaaeae-ee:
pos dalam Laporan Realisasi aran, EIGE Lapc:nr pe nal dan

Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi
terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

13.Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang dizajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperiukan untuk penyajian
yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan

komitmen-komitmen lainnya.

14 Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan

Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
(a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
(b) Informasi tentang kebijakan fiskallkeuangan dan ekonomi makro;

=
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(c) Ikhtisar pancapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target,

{d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

{e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
rmuka laporan keuangan,

{f} Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
k=uangan; dan

{g) Informasi lainnya yang diperiukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

15.Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan Keuangan
mengikuti  Kebijakan Akuntansi berlaku yang mengatur tentang
pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Untuk memudahkan pembaca
dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas
Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar,

dan dyl atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara
b pk adatitt@eaetitmer-ae:
hasilnya selama satu periode.

PENYAJIAN INFORMAS| UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN

ENTITAS AKUNTANSI

16. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang
merupakan gambaran entitas secara umum.

17. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada
penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas
akuntansi yang meliputi:

(@) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas
tersebut berada;

(b) penjelasan mengenai sifat operasi enlitas dan kegiatan pokoknya, dan

(c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

ﬂé?

75

a



PENYAJIAN INFORMAS| TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/ KEUANGAN

DAN EKONOMI MAKRO

18. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca
memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara
keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi
makno.

1. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan
Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi
keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

20. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan
harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai
realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan
dengan pericde sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan
rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam
penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang

digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan

realisasinya.

D P Kb eb e A GGG
efisiensi belanja dan penent sumbék-alau penggunadn pambi .
Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan

APBD, sasaran, program  dan  prioritas  anggaran, kebijakan
intensifikasilekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang
negara.

22 Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang
digunakan dalam penyusunan APED berikut tingkat capaiannya. Indikator
ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Brute/Produk
Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar,
harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAM SELAMA
TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG

DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET
23 Catatan atas Laporan Keuangan harus dapal menjelaskan perubahan
anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan
o
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anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala
yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah
lainnya yang dianggap peru oleh manajemen entitas pelaporan untuk
diketahui pembaca laporan keuangan.

24.Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu,
entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan
persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti
kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-
perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan
anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam
memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

25 |khtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara
garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam AFBD dengan
realisasinya.

26, Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja
keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan
alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD,

27.Ikhtisar inj disajikan baik uniuk pendapatan-LEA, belanja, maupun
bpkaehtedmaaaing.go
&) nilai ta;rget total; . -
(k) nilai realisasi total,
(c} prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
{d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi
28 Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas
pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan
lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban
yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
24, Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan
kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ASUMS]I DASAR AKUNTANSI
30 Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari
panyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara
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spesifik. Pengungkapan diperiukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti
asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.

31 Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi
dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

(@) Asumsi kemandirian entitas,
(b) Asumsi kesinambungan entilas; dan
(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurenment),

32 Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap
sebagai unit yang mandini dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi
pemerintah dalam pelaporan kevangan. Salah satu indikasi terpenubinya
asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran
dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.  Entitas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca
untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan

atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piulang yang
DD K Gl e} R 3 =3 O
telah ditetapkan.

33, Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan
berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan
tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka
pendek.

34.Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam

akuntansi.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
35. Penggunal/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputl:
{a} Masyarakal,
(b} Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
(c) Pinak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi,
investasi, dan pinjaman; dan
(d) Pemerintah,
G &
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36.Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan

kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan,
untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain.
Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan
tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang
penting dalam penyusunan laporan keuangan.

37.Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan

dimaksudkan agar [laporan keuangan tersebut dapat dimengerti,
Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu
pengguna/pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan
yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu kemponen laporan
realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,
laporan operasional, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas
terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

KEBIJAKAN AKUNTANSI
kﬂﬂ Pertimbangan da\l/atau pemilihan kehuakan akuntansi perlu disesuaikan

HERGagHNe; 8e:

tepat akan menggambarhan nas QoM entitassg
tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

38 Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang

paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

{a) Pertimbangan Sehat

(b} Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi, Hal tersebut seharusnya
diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak
membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan

(c) Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi dan kejadian lain harus
dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi
dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum
transaksi atau kejadian,

(d) Materialitas Laporan keuangan harus mengungkapkan semua
kompeonen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau

keputusan-keputusan.

40 Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan

menjelaskan prinsip-pringip  akuntansi yang digunakan oleh entitas
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41.

b p ke ekwibi s

pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material
mempengaruhi  penyajian  Laporan Realisasi  Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus
meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih
prinsip-prinsip yang sasuai.

Secara umum, kebijjakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan
menjelaskan hal-hal berikut ini:

{a) Entitas pelaporan;

(b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

{c) Dasar pengukuran vyang digunakan dalam penyusunan laporan
kauangan;

{d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan
oleh suatu entitas pelaporan pada masa fransisi. Sebaliknya penerapan
lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.

(e} setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperiukan untuk memahami

2212 RIC BEASH
unfuk menyatakan bahwa Snd herhak buat Ijakcan

akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti
kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya.

Ketiadaan informasi mengenal entitas pelaporan dan komponennya
mempunyal potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi
permasalahan yang ada.

43 Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah

menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan
laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi
yang mendasarn laporan keuangan pemeriniah semestinya diungkapkan
pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk
permnyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus
melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan.

44 Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan
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Apabila lebih dan satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai
untuk dapat mengindikasikan asel dan kewajiban yang menggunakan
dasar pengukuran tersebut.

45 Dalam  menentukan peru  tidaknya suatu kebijakan akuntansi

DPK

diungkapkan, manajemen hamus  mempertimbangkan  manfaat
pengurgkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami
setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan
dalam paragraf 40 dapat dijadikan pedoman dalam mempeartimbangkan
kebijakan akuntasi yang perlu diungkapkan. Kebijakan-kebijakan
akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain:

(a) Pengakuan pendapatan-LRA;

(b) Pengakuan pendapatan-LO;

(c) Pengakuan belanja;

id) Pengakuan beban,

(@) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian,

if) Investasi

(h) Kontrak-kontrak kKonstruksi

(i Kebijakan kapitalisasi pengeluaran,

(jy Kemitraan dengan pihak kefiga,

(k) Biaya penelitian dan pengembangan;,

(Iy Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
(m)Pembentukan dana cadangan;

(n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai,

(o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

46 Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan

kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan
pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib,
penjabaran mata uang asing, dan perakuan akuntansi terhadap selisih
kurs.

47. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang

disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu,

a =
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perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan
yang tidak diatur dalam Standar ini.

48, Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka
dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi
berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan
secara kuantitatif harus diungkapkan,

49 Perubahan kebijekan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material
dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara
material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG
DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN
50.Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan
atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
51 Penjelasan alas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos
belanja, dan pembiaysan dengan strukiur sebagai

bpkad tullingagung.go.

(a) Anggaran;

(b) Realisasi;

ic) Prosentase pencapaian,

id) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;

(e} Perbandingan dengan periode yang lalu;

ify Penjelasan atas perbedaan antara pericde berjalan dan periode yang
lalu:

(g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;

(k) Rincian lebih lanjut belanja menurut kiasifikasi ekonomi, crganisasi, dan
fungsi;

i1y Rincian lebih tanjut pembiayaan; dan

(i Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

52.Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan

untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran

Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPAMSIKPA) tahun

berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir

periode dengan strukiur sebagai berikut:

7
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ia) Perbandingan dengan periode yang lalu,

ib) Penjelasan atas perbedaan antara pericde berjalan dan periode yang
lzlu,

ic) Rincian yang diperlukan; dan

id) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan,

53, Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO
dan beban dengan struktur sebagai berikut:
ia) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara pericde berjalan dan periode yang
lalu;

i) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

(d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan
fungsi; dan

ie) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

54, Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas

dengan strukiur sebagai berikut:
(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
b k b éjela{an ata[ perbedaan antara periode baqa]an dan periode yang
p {c) Rincian lebih Ianjut atas gslng{rg'\g akun g\ 9 IELn::EIr
investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewsjiban jangka
pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
id) Penjzlasan hal-hal penting yang diperlukan.

55 Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari
aktivitas operasi, aklivitas investasi aset non keuangan, aktivitas
pembiayaan, dan aklivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:
{a) Perbandingan dengan penode yang laly;

{b) Penjelasan atas perbedaan antara periode beralan dan pericde yang
lalu;

ic} Rincian lebih lanjut atas atas masing-masing akun dalam masing-
masing akiivitas, dan

id) Penjelasan hal-hal penting yang diperiukan.

56. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal
periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur
sebagai berikuf,

ﬁﬁf
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{a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

{b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
lalu;

(¢} Rincian yang diperlukan; dan

{d} Penjelasan hal-hal penting yang diperiukan.

PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM
DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

57.Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajlkan Informasi yang

diharuskan dan dianjurkan ocleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan fainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang
diperlukan wuntuk penyajan wajar alas laporan keuangan, seperti
kewajiban kontnjensi dan komitmen-komitmen lain.  Pengungkapan
informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan
informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

58 Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan,

0]0)¢

beberapa ansah :atas pens.hwa yang dlyal-um akan mampun-_.ran:lampak
anh pat b I

laporan Heuangan sepEl‘tl ke ensi, Untu’r{ i
gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan
kemungkinan akan terjadinya suatu pentwa yang dapat mempengaruhi

kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.

59, Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus

menyajikan informasi yang tidak mengulang nncian (misalnya rincian
persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dan
saperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat
meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang
disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan
akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga
perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset
tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain
harga perolehan, karena aset dimaksud dipercleh dari donasi.



PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
80.Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi
yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
$1.Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian
penting selama tahun pelaporan, seperti:
{a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan,
(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen
Baru,
{c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapal disajikan pada Neraca;
(d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
{e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
pemogokan yang harus ditangguiangi pemerintah.
62.Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai
pelengkap standar ini,

SUSUNAN
63 Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

memhbandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan
b pK @€kt dHdRera6H HAGHe16-
berikut:

{a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi,

(k) Kebijakan fiskal’keuangan dan ekonomi makro,

{c} Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
id) Kebijakan akuntansi yang penting:

1) Entitas pelaporan,

21 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan lapcran keuangan,

3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

4] Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan
ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
oleh suatu entitas pelaporan;

5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan uniuk
memahami laporan keuangan. Penjelasan pos-pos Laporan
Keuangan:

&) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan,

ot &
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71 Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pemyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
Laporan Keuangan.

8) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

BUPATI TULAUNGAGUNG

MARYOTO BIROWO
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LAMPIRAN X : PERATURAN BUPAT| TULUNGAGUNG
NOMOR 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2032

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08
KAS DAN SETARA KAS

PENDAHULUAN

DEFINISI

1. Kas sebagai vang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat
likuid yang siap dijabarkanidicairkan menjadi kas serta bebas dari nsiko
perubahan nilai yang signifikan.

2 Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
(UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam
neraca. Saldo simpanan di bank yang sefiap saat dapat ditarik atau
digungkan untuk T(elakukan pembayaran.

Dpkae-titraactine:
investasi jangka pendek san likuid yang a|':|

menjadi kas serta bebas darl nsiko perubahan nilai yang signifikan.
Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya, Untuk  memenuhi
persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat
diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahul tanpa ada
risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi
disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh

tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perclehannya.

KLASIFIKASI

4, Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang
dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum
daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung
jawab selain bendahara umum daerah.

4 &
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5. Termasuk adalam kas yaitu Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara
Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Setara

Kas.

§. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan
deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola cleh bendahara umum

daerah.

PENGUKURAN

7. Kas dicatat sebesar nilai nominal., Milai nominal arinya disajikan

sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta

asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN

8. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan

Arus Kas., Mutasi antar pos-pos kas dan

setara

kas tidak

b k dunfoinasf ilam laporan keuangan karena kegiatan terssbut
p dari al-:tn.r:tas operasi, | nvestaSen; g an I:mnslg‘ g_apc:ran
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PENGUNGKAPAN
9. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai

bBerikut
1. Rincian kas dan selara kas;

2. Kebijakan manajemen setara kas: dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

MARYOTO BIROWO
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LAMPIRAN X - PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR - 78 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02
AKUNTANSI PIUTANG

PENDAHULUAN

TUJUAN
1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi

untuk piutang meliputi saal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan
piutang di dalam laporan keuangan

RUANG LINGKUP
2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang
menyajikan laporan keuvangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang

bpk G EAGAGETURG. G5,

DEFINISI

3. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari
gntitas  lain termasuk  wajib  pajakbayar atas kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah.

4. Penyisinan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang
dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan
piutang tak teragih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap
akhir periode anggaran sesual perkembangan kualitas piutang.

KLASIFIKASI

5. Piutang diklasifikasikan menjadi piutang pendapatan dan piutang lainnya

& Piutang pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain FAD
yang sah, piutang transfer, dan piutang pendapatan lainnya.

tt Zan
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7. Piutang lainnya terdiri dari bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian
lancar tagihan pinjaman kepada entitas lainnya, dan uang muka.

PENGAKUAN
8. Piutang diakui saat:
a) Diterbitkan surat ketetapan; atau
b} Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan
penaginan; atau
g} Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
8. Pemberhentian Pengakuan.
Pemberhentian pengakuan piutang selan pelunasan juga dikenal
dengan dua cara vyaitu. penghapustagihan (write-off) dan
penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan
perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk
piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
Penghapusbukuan piutang adalsh kebijakan intern  manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan
| I itilal
ble =N
Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan

ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara
otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
10. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima
pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasafanggung jawab
yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah
dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima
pembayaranfpelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai
penerimzan kas pada penode yang bersangkutan dengan lawan
perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penenmaan
Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang

a1
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PENGUKURAN

11.Piutang dicatal dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap
tagihan yang ditetapkan;

12.Piutang vang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
(net realizable wvalue), oleh karenanya lerhadap piutang yang
diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

13, Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan
fwal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum
dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

14, Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka
masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang
dihapuskan.

15. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh
tempofumur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada
kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

16.Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisinan piutang adalah

kueﬁ: étang Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat)

e atititgagung.go. |

2) Kualitas Piutang Kuran«g Lancar,
3) Kualitag Piutang Diragukan;
4) Kualitas Piutang Macetl,
17.Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pajak yang terdini dani:
(1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
(2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).
18. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar
Sandiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau
Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
Waijib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau
Wajib Pajak kooperatil; dan/atau
Waijib Pajak likuid; dan/atau
Waijib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

-~ 9 8o 0o
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(2} Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

a.
b.

(3
d.

=

Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (gatu) bulan terhitung
sejak  tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan
pelunasan; dan/atau

VWaijib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
Waijib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3 Kualitas Diragukan, dengan Kriteria:

d,
b,

C.
d.
e.
(4) Ku

bpkad:

c.
d.

19.Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan

Umur pivtang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
Apabila wajib pajak dalam jangka wakfu 1 {satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
dan/atau
Waijib Pajak tidak kooperatif, dan/atau
Waijib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
Waijib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

alitas Macet, dengan kriteria:

Urpur piutang kebih dari 5 tahun; dan/atau
A% 2 i gafpicjoflal

sejak tanggal Surat Tagi
danfatau

Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
Waijib Pajak mengalami musibah (force majeure).

oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kua
a
b.
G
d.
a,

(2) Kua
=}

litas lancar, dengan kriteria

Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; danfatau
Waijib Pajak kooperatif, dan/atau

Wajib Pajak likuid; dan/atau

Waijib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
itas Kurang Lancar, dengan kriteria:

Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; danfatau

agHNg:ge:
an Ketiga belumn mel a'n masan’.
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b, Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
dan/atau

&. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

{3) Kualitas Diragukan, dengan Kriteria:

a, Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
dan/atau

c. Wajib Pajak tidak kooperatif, dan/atau

d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

a. Umur piutang lebih dari & tahun; dan/atau

b. Apabila wajib pajak dalam jangka wakiu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
danfatau

c. yWaijib Pajak tidak diketahul keberadaannya; dan/atau .

bpkaé-ttHesmaaer+d.g0.id
=3 'u"l;a;'ib Pajak mengalamPmlsibah rhajere ! . )
20. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dilakukan dengan ketentuan:
(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

b. Apabila wajilb retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

(2] Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampal dengan 3 (tiga)
bulan; dan/atau
b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
wakiu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan pelunasan.
(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piutang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas)
bulan; dan/atau
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b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua
tidak dilakukan pelunasan.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang lebih dan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 {satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
21.Penggolongan  Kualitas Piutang selain pajak dan retribusi dilakukan
dengan ketentuan:
(1) Kualitas lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampal dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan.
{2) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama lidak dilakukan pelunasan.

bpka ekebid ot R GRG0+ [

Tagihan Kedua tidak dilak

{4} Kualitas Macst
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan
kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

22 Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan
umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan
menurul  jenis piutang, balk dalam menetapkan umur maupun
penentuan besaran yang akan disisihkan.

23 Tabel persentase penyisinan piutang pajak daerah

Tabel |
Kualitas Kuran
Kualitas Lancar Lancar % Kualitas Diragukan | Kualitas Macet
{= 1 tahun}) (1-2 tahun) {=2-3 tahun) (= & tahun)
0,5% 10% 50%" 100%*

* setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

G &
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24 Tabel persentase penyisihan piutang retribusi

Tabel 2

Kualitas Kurang

Kualitas Lancar Lancar Kualitas Diragukan | Kualitas Macel
{0-1 bulan) (>1-3 bulan) {*3-12 bulan) {>12 bulan)
0,5% 10% 50%* 100%:*

* setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

25 Tabel persentase penyisinan piutang selain pajak dan retribusi

bpk

Tabel 3
Kualitas Lancar Hualtas Kurang Kualitas Diragukan | Kualitas Macet
ancar
0,5% 10% 50%* 100%*

Ao T

26, Penyisthan dilakukan seti

usriesie ke OAY]

dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada

akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka
dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas

piutangnya

27, Penyisihan piutang tidak dilakukan terhadap piutang transfer.
28 Penghapusan piutang tidak menjadi bagian dari kebijakan akuntansi

piutang, tetapi akan diatur tersendiri dalam keputusan Kepala Daerah.




SUSUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NERACA (SEBAGIAN)
Dalam Rupiah)
| No. Uraian ’_L 20X1 | 20X0
ASET LANCAR |
1 | Piutang Pajak | XXX FHX,
2 | Piutang Retribusi . XXX HHK
" 3| Penyisinan Piutang XX | WRK
4 | Belanja Dibayar Dimuka KAK EXX
5 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara KK AKX
B | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Dasrah XXX XXX
7 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat X HHK,
8 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemenntah Dasrah | XXX XXX
Lainnya
g | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX WO
10 | Piutang Lainnya JOCK, Hk_l
11| Jumlah Aset Lancar XA X

bp ket UNgAGUNG. gg ld

mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan

Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang:

2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;

3. penjelasan atas penyelesaian piutang;

4, jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti
rugiftuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang
masin dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun
pengadilan.

30. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang
perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang,
nomor dan  tanggal kepufusan penghapusan piutang, dasar

G{ﬁ
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pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap
periu.

BUPATI TULUNGAGUNG

o

M OTO BIROWO

bpkad.tulungagung.go.id
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LAMPIRAN X1 : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR | 7B TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 202

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10
AKUNTANS| PERSEDIAAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
untuk persediaan meliputi saat pengakuan, pengukuran dan penyajian
persediaan di dalam laporan keuangan

RUANG LINGKUP
2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang

menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang
erlalpan @kuntapsinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, =
D [0 K Gbloirnbotet ebbblohikéc Frkb k= b, |

DEFINISI

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan unfuk mendukung kegiatan operasiocnal Pemerintah
Kabupaten Tulungagung, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakal.

KLASIFIKASI
4. Persediaan merupakan asst yang berupa:

a, Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tulungagung, misalnya
barang pakal habis seperti alat lulis kantor, barang tak habis pakai
seperli komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai
seperti komponen bekas.

-
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b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam

proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat
pertanian, bahan baku pembuatan benih.

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat perianian
setengah jadi, benih yang belum cukup umur,

d. Barang vang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman,
untuk dijual atau diserabkan kepada masyarakat,

e. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam

neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGAKUAN PERSEDIAAN

5.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
dipercleh pemerintah daerah dan mampunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal, pada saal diterima atau hak

bp kaﬂ'“mmgg winiaiaWala¥

4

hasil inventarisasi fisik.

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut
bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut
fungsi akuntansi dengan hasil sfock opname

Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang,
kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
normal, maka selisih persediaan ini diperiakukan sebagai beban. Jika
selisih persediaan dipettimbangkan sebagal sualu jumlah yang
abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian

daerah.

PENGUKURAN PERSEDIAAN
10. Persediaan diukur sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
parolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya

& <
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2)

3)

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan
harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan,
Harga pokok produksi apabila dipercleh dengan memproduksi sendin.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang
terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung
yang dialokasikan secara sistematis.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian  kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

11. Persediaan hewan dan tanaman vyang dikembangbiakkan dinilai

dengan menggunakan nilai wajar.

12, Persediaan dinilsi dengan menggunakan Metode Masuk Pertama

Keluar Pertama.

13. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi

harga barang vyang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai

persediaan akhir dihitung dimulai dan harga pembelian terakhir.

14. Pencatatan persediaan dengan menggunakan metode perpetual. Dengan
bpkaé At HRaaeRc-ee:
fan | ' Haijumia ter-update.

masuk dan keluar, sehingga

sediaan se

PENYAJIAN
15. Persadiaan disajikan sebagai bagian dar aset lancar. Benkut ini

adalah penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten

Tulungagung.

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NERACA (SEBAGIAN)

{Dalam Rupiah)
No. Uraian 20X1 2040 |
ASET LANCAR |
1 Persediaan KXK HHXK
2 | EKUITAS B
8 <
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PENGUNGKAPAN
18. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tulungagung mengungkapkan:

1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan
yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau
periengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat: dan

3) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BUPATI TULHNGAGUNG

MARYOTO BIROWO

bpkad.tulungagung.go.id
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LAMPIRAN XIl  : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 78 TAHUM 2022
TANGGAL : 27 JUL| 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11
AKUNTANSI INVESTASI

PENDAHULUAN
TUJUAN

1.

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk
investas: baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang
meliputi  pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan
perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat
{carrying value) Investasi.

RUANG LINGKUP

2.

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemenntah yang

bp k-t A

pengungkapan yang diperlukan,

DEFINISI

3.

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan
instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk
memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam
jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk
investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas
Selain definisi yang telah dijelaskan diatas, berikut adalah istilah-istilah
yvang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini
Ekuitas adalah kekayaan bersin pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.
Revaluasi adalah penilaian kembali

G =
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Investee adalah penerima investasi

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi berdasarkan harga perclehan.

Metode ekuitas adalah sustu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi awal berdasarkan harga perclehan. Nilai investasi tersebut
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersihfekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi
sesudah perolehan awal investasi,

KLASIFIKASI

5. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi
jangka pendek dan investasi jangka panjang. |nvestasi jangka pendek
merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang
merupakan kelompok aset non lancar,

6. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki
karakteristik dapat segera diperfjualbelikan/dicairkan dalam wakiu 3 Bulan
sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan

k Stuj ,rnrr & i egintah daeral, da jual |
b p gﬂ;t‘ruu ﬁmgg@ Lﬂilgasgaa I d
pendek biasanya berisiko rendah,

7. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Sualu
investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud
mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal
perolehannya.

8. Investasi jangka pendek dapat berupa:

{a)} Deposito;

{b) Surat Utang Negara (SUN); adalah surat berharga yang berupa sural
pengakuan utang dalam mata vang rupiah maupun valuta asing yang
dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Megara Republik
Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya

{c) Sertifikat Bank Indonesia {SBI); dan

(d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara
yang berangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan
pambayaran bunga secara diskonto.
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8.

10.

: b

bpka

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannys
memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang
dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu permanen dan nonpermanean,
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen
adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
tidak berkelanjutan.

Invesatasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi
yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelkan, tetapi untuk mendapatkan
deviden danfatau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang
danfatau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat
berupa

{a) Penyertaan Modal kepada BUMN

(h) Penyertaan Modal kepada BUMD

(c} Investasi permanen lainnya

investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain
berupa

AERIBEaSENg.g0

(c) Investasi dalam obligasi

(d) Investasi dalam proyek pembangunan
() Dana Bergulir

(f} Deposito Jangka Panjang

{g) Investasi non permanen lainnya

PENGAKUAN INVESTASI

12.

13.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila
memenuhi salah satu kritena:

a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat scsial atau jasa potensial
di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperaleh
pemenntah;

b. Nilai perolenan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas pemerintah dan ftidak dilaporkan sebagai belanja dalam

@ &
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laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk mempercleh
investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

14. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi
kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkal
kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia
pada saat pengakuan yang pertama kali. Yang dimaksud entitas disini
adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuvangan. Eksistensi darni kepastian yang cukup bahwa manfaat
gkonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh
memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entias akan memperoleh
manfaat dar aset tersebut dan akan menanggung risike yang mungkin
timbul.

15. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada poin (b),
hiasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau

b k iln {‘ ing didukung dangan bukti - d
p suatu lnvesi'asl: mungkin diper gﬂuka gda sarkan ps Clghann ;.n'a

atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal percolehan, Dalam kasus yang
demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

PENGUKURAN INVESTASI

16. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aklif yang dapat
membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk
investasi yang tidak memiliki pasar yang aklii dapat dipergunakan nilai
nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

17. Nilal nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga sepearti nilai
yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

18. Nilai wajar adalah nilal tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

18, Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham
dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya
peralehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendin ditambah

G 'ﬂqﬂﬁ



20.

21,

22,

23

DD kecas

235.

26.

£ e

komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam
rangka perclehan tersebut

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada
tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai
wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset
lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk
deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan
modal pemerintah, dicatal sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi investasi itu sendir ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka
perolehan investasi tersebut

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka
panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk
dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan
dinilai ge

sar nilai bersih ;rang dapat direalisasikan.
L HAGBEH RGO
pembangunan pemanntah dinilal' sebesacbiaya pembangunan asuE

biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang

dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut
diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersin yang dapat
direalisasikan, jlka dan hanya jika invesatasi tersebut dalam rangka
kebijakan nasional yang akan dilepasidijual atau berupa investasi dalam
bentuk tagihan

Apabila investasi jangka panjang diperolen dari pertukaran aset
pemerintan, maka nilai investasi yang dipercleh pemerintah adalah
sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebul jika harga
perclehannya tidak ada.

METODE AKUNTANSI INVESTASI

27,

Akuntansi investasl permanen pemerintah dilakukan dengan dua mealode
yaitu:
{a) Meicde biaya,

—
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Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya
peralehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian
hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada
badan usahabadan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi
awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar
bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
Bagian laba kecuall dividen dalam bentuk saham yang ditenma
pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak
dilaporkan sebagai pendapatan, Penyesuaian terhadap nilai investasi
juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nvestasi
pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh
valuta asing sera revaluasi asel tetap.

28. Panggunaan metode untuk investasi didasarkan pada kriteria sebagai

bpkae

berikut:
(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya,

(h) Kepe 0% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dan 20%
8 Gkt G| €16

ekuitas,

(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
yang direalisasikan,

29. Dalam kondisi lertentu, kriteria besamya persentase kepemilikan saham

bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode

penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh

(the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan

investee, Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan

investes, antara lain:

(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;,

(b} Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

{c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
perusahaan investes;

id) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

(&) rapat/pertemuan dewan direksi.
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PENGAKUAN HASIL INVESTASI

30.

31,

Hasil investasi yang dipercleh dari investasi jangka pendek, antara lain
berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend)
dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunal yang diperaleh dari penyertaan modal
pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat
sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan
metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat
mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham
yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana
yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

3.

3.

Pelepasan investasi pemerintah dapat lerjadi karena penjualan, dan
pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
Penerimaan dar penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai

bpkag:talnngagu s

34.

39.

investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai
dengan menggunakan nilai rata-rata,

Milai rata-rata dipercleh dengan cara membagi total nilai investas| terhadap
tatal jumlah saham yang dimiliki oleh pemenntah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen
menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain  dan
sebaliknya.

& <= 100

a



SUSUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NERACA (SEBAGIAN)
{Dalam Rupiah)
No. Uralan 20x1 20%0

ASET LANCAR

1 Investasi Jangka Pendek XXX XHK

4 INVESTAS| JANGKA PANJANG

3 Investasi Nonpermanen

4 | Pinjaman kepada Perusahaan Negara KX KXK
5 Pinjaman kepada Perusahaan Dasrah | AMK RAX,
& | Dana Bergulir KHX K
T | Investasi dalam Obligasi PEV HRK
B | Investasi dalam Proyek Pembangunan KHK HAX
2 | Investasi Nonpermanan Lainnya HEX XXH

D. |
12 Fan'g.renaan Modal Pemerintah igz ’
13 | Investasi Permanen Lainnya KEX | KMR

4 | Jumiah Investasi Permanen XHX XXX

1o Jumlah Investasi Jangka Panjang XX KKK

PENGUNGKAPAN
36. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan
sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagal berikut:
{a) Kebijakan akuntansi untuk penantuan nilal investasi
{b} Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
{c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar,
(d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;
(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
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{f) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode
ekuitas,

(g} Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi
yang melebihi nilai investasi;

{h} Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai
investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum,

{i} Perubahan klasifikasi pos investasi,

{j} Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang
mengakibatkan perubahan metede akuntansi

BUPATI TULYNGAGUNG

MARYOTO BIROWO

bpkad.tulungagung.go.id
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LAMPIRAN Xl - PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
AKUNTANSI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

PENDAHULUAN

TUJUAN
1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi

untuk aset tetap dan aset lainnya meliputi pengakuan, penentuan nilai
tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali

dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.

RUANG LINGKUP
2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemernintah yang
menyaijikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang

OJOL € omiviriiniurzioivly(omelus

DEFINISI
3. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi

dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dan penstiwa masa lalu dan dan mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat dipercleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, fermasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagl masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyal masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas} bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat urmum.

o &£
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Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang
masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang
masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan
atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat

yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan wntuk aktivitas
pemerintahan danfatau pelayanan publik; atau

(b} Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dan aset
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai gisa adalah jumiah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir
masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung
dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan,
Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilal suatu aset tetap

bpkaritoyagonyg goid

KLASIFIKASI
4, Asst tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah
sebagai berikut:

(a) Tanah;

(b) Peralatan dan Mesin;

(c) Gedung dan Bangunan,

(d) Jalan, Irgasi, dan Jaringan;

(@) Aset Tetap Lainnya; dan

{f} Konstruksi dalam Pengerjaan.

5. Tanah vyang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
dipercleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegatan operasional
pemarintah dan dalam kondisi siap dipakai.

8. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

=
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signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi
siap pakai.

7. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
dipercleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai,

8. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai cleh
pemeriniah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

O Aset tetap lainnya mencakup aset ftetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai,

10, Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
selesal seluruhnya

11. Azet tetap yang tdiak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya

b k sesuai dengan nilai tercatatnya. a
pkad tultingagung.go.i
PENGAKUAN ASET TETAP
12. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh
dan nilainya diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap,
suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
(a} Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 {dua belas) bulan;
(b} Biaya perolehan asel dapat diukur secara andal;
(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
13. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa
depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun fidak
langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat
berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas
dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan
menerima risiko lerkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat

* 2,
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dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan
aset tidak dapat diakui,

14. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat
transaksi pertukaran dengan bukt pembelian aset tetap yang
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan
atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas
tersebut untuk perclehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang
digunakan dalam proses konstruksi,

15, Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh
pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual.

16. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kKepemilikannya dan atau pada saal penguasaannya
berpindah.

17.Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat buklti
bahwa telah tefjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan

secarg hukum, mi atnya sertifikat tanah dan bukti kepes‘mhkan kendaraan
bpkaeh: bl ke )
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secara hukum dikarenakan ma minisirs yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses jual bell (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang,
maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah
terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat fanah atas nama

pemilik sebelumnya

PENGUKURAN ASET TETAP

18.Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan,

18, Blaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset
pada saat perclehan atau konstruksi sampal dengan aset tersebut
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
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20.Biaya perolehan suatu aset tetap terdini dari harga belinya atad

konstruksinya, termasuk bea impor dan sefiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap.
Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan niflai  wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.

21 Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola

meliputi:

{a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;

(b} biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan,

{c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
Asat Tetap tersebut.

22 Konstruksi Dalam Pengerjaan . Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset

bpka

tetap [Zel ihi dT atau melewati satu permde tahun anggaran maka
sebagai konstruksi dalarn pe an sa! mengana L1 5elesa|
dan siap dipakai.

23 Perolehan Secara Gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset

tetap vyang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan
nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan,

24_Pertukaran Aset. Suatu aset tetap dapat dipercleh melalul pertukaran atau

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.
Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang
diperolehya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas
setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas
dankewajiban lain yang ditransferfdiserahkan. Suatu asel letap dapat
diperoleh melalui pertukaran atas suaiu aset yang serupa yang memiliki
manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Sualu aset
tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset
yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan
kerugian wyang diakui dalam transaksi ini, Biaya aset yang baru
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diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (camying amount) atas aset yang
dilepas,

25, Aset Donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus
dicatat sebesar nilai wajar pada saat perclehan. Perolehan aset tetap
dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

26.Aset Bersejarah. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit,
misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen,
dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk
peralehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam
laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran
tersebul. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung
untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang
ada pada pericde berjalan.

27 Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah
daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum
kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan
sebage Iﬂfl TETD namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas

28, N|Ia| satuan minimum kapltagl adalg:emeluar'ag\ gﬂ baru.

Milal satuan minimal untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat clah
raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000,000 (satu |uta rupiah),
dan Rp20.000.000 (Dua pulubh juta rupiah) untuk gedung dan bangunan.

28, Nilal satuan minimum kapitalisasi dikecualikan untuk aset tetap berupa
tanah. jalanfirigasifjaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi
perpusiakaan dan barang yang bercorak kesenian

30. Belanja peralatan dan mesin yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dan
12 (dua belas) bulan dengan nilai satuan barang dibawah nilai kapitalisasi
tetap dicatat sebagai aset dan termasuk dalam barang extra comptabls,
sehingga tidak dicatat di dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasifjaringan,
dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar, Artinya
adalah semua pengeluaran vyang berkailan dengan aset tanah,
jalanfirigasifjaringan, dan aset fetap lainnya berupa koleksi
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perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses
belajar mengajar harus dikapitalisasi.
31.Pemeliharaan jalanfirgasifjaringan  yang belum/tidak direncanakan
sebelumnyaftidak terukur volumenya fefapi secara teknis segera
memeriukan perbaikan dianggarkan di belanja barang dan jasa serta tidak
dikapitalisasi,
32, Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan
akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berkut:
(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
(a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
(b) bertambah umur ekonomis, danfatau
{c) bertambah volume, dan/atau
{d) bertambah kapasitas produksi,
(2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut
harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi
Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan
nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan

bpkeaeAgaauc-ae;

yang dapat disusutkan (dep

yang bersangkutan. Milai penyusutan untuk masing-masing periode
diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan
beban penyusutan dalam laporan operasional. Untuk memudahkan
perhitungan, maka nilai residu diasumsikan sebesar 0. Perhitungan
penyusutan atas suatu barang dilakukan pada tahun perolehan per
semester.

34, Penghitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Telap
Intrakomptabel dan Ekstrakompatabel, Hasil perhitungan penyusutan Aset
Tetap Esktrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

35 Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan
tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan

penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat
digunakan atau mati.

36 Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan
estimasi masa manfaat,
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37 Khusus penambahan masa manfaat asel lelap karena adanya

perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi
disajikan lebih rinci pada sisdur mengenai aset tetap.

38 Penghentian dan Pelepasan. Suatu aset fetap dieliminasi dan neraca

ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada manfaal ekonomi masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

39.Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak

bpkae

diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menganut
penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan inl mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, Laporan keuangan
harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan

daI %ﬂ‘_fﬂjl n aset I:E‘tﬂp serta pengamh penyimpangan tersebut

nug@m
dengan nilai tercatat aaet teta Eﬂam akung

AKUNTANSI TANAH
40. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki

atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam
akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi,

dan jaringan.

Pengakuan Tanah

41, Tanah diakui dengan bukti kepemilikan. Bukii kepemilikan berupa

serfifikat, bukti hibah, bukti pembelian dan bukti lain yang sah secara
hukum,

Pengukuran Tanah

42 Tanah diskui pertama kali sebesar biaya perolehan. Blaya perolehan

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
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dikeluarkan dalam rangka mempercleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai
tanah tersebut siap pakai. Nilal tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang
terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut

dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Penilaian Tanah

43 Tanah dinilai sebesar biaya perclehan yang mencakup biaya pembebasan
tanah. biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya
pamatangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya Yyang
dikeluarkan sampal tanah tersebut siap pakai,

Penyajian dan Pengungkapan Tanah

44, Tanah disajikan dan dilaporkan sebagai Aset Tetap dalam Neraca dengan
mengungkapkan informasi benkut:

{a) dasar penilaian yang digunakan,
{b) informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam
neraca

bpkdd tuIINgaging.go.

AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

45 Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat
bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumah tangga,
alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan,
alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat
pemboran, alat produksi, pengelolaan dan pemurnian, alat bantu
eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat perata, dan unit peralatan proses
produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 {dua belas) bulan dan dalam

kendisi siap digunakan

Pangakuan Peralatan dan Mesin

46, Peralatan dan mesin diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Fengukuran Peralatan dan Mesin

47.Biaya perclehan peralatan dan mesin  menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin
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tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya Jaringan, serta biaya langsung lainnya unfuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut

siap digunakan.

Penilaian Feralatan dan Mesin

48 Penilaian peralatan dan mesin adalah sebesar biaya perolehan yang
dicatat pada sast perolehan peralatan dan mesin

Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

49 Peralatan dan Mesin disajikan sebagai aset tetap dengan pengunghkapan
infarmasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut;

{a) dasar penilaian yang digunakan;

(b) informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin
yang tercantum dalam neraca; dan

{c) jumiah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

AKUNTANSI GEDUNG DAN BEANGUNAN

ool E=1aMiuiiviniar=(alniniamaint
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operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung,

monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu,

Pengakuan Gedung dan Bangunan

51.Gedung dan bangunan diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

52.Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya
vang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampal siap
dipakai. Bilaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, netaris, dan pajak.

Penilaian Gedung dan Bangunan

53. Gedung dan Bangunan dinilai sebesar biaya perolehan.
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Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

54 Gedung dan Bangunan disajikan sebagai aset tetap dalam neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi:

{a) dasar penilaian yang digunakan;

(b} informasl penting fainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan
yang tercantum dalam neraca, dan

(c) jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada,

AKUNTANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

£5.Jalan, jaringan dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan janngan yang
dibangun ocleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah
dan dalam kondisi yang siap digunakan, Jalan, jaringan dan Jaringan di
neraca meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, Jaringan, dan jaringan.
Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan,
jaringan dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperiuan dimaksud
dimasukkan dalam akun tanah.

Pengaku Jalan Jari gan dan Jaringan

b p k‘& J;r g 9 n@ta-u @Q
hak k&pemrhkannya dan atau pada saat penguasaannyd berpindah,

Pengukuran Jalan, Jaringan, dan Jaringan

57 Biaya perolehan jalan, jaringan dan Jaringan menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Jaringan dan Jarnngan
sampai siap pakai. Biaya meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan Jaringan

tersebut siap pakai.

Penilaian Jalan, Irigasi, dan Jaringan

58.Jalan, Irgasi, dan Jaringan dinilai sebesar biaya perclehan pada saal
parolehan,

Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

59 Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebagai aset tetap dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi; dasar penilaian
yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan,

& <&
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jaringan, dan Jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah
komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan Jaringan apabila ada.

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

60. Asel tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap
digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleks:
perpustakaan/buku dan barang bercorak seniloudayalolah raga

Pengakuan Aset Tetap Lainnya
61 Aset tetap lainnya diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

62, Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk Emﬂpemleh aset tersebut sampai siap pakat.
bpkad.tullingagung.go.
63. Aset Tetap Lainnya dinilai sebesar biaya perclehan pada saat pencatatan

Panyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

G4, Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai aset tetap dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi dasar penilaian yang
digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan asel tetap
lainnya yang tercantum dalam neraca

AKUNTANS| KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

B5. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup asel lelap yang sedang dalam
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun
seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya vyang proses perolehannya danfatau  pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan
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melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode
waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa Kurang atau lebih
dari satu periode akuntansi

66, Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola)
atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

67. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah
diserahtenmakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesual dengan

kelompok asetnya.

Kontrak Konstruksi

68, Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumiah aset yang
berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal
rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

69. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

(a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

{b} Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

{c) Kontrak untuk pemlahan jasa '_n,rang berhuhu ngan langsu ng pengawasan

bpka gl Jigaglng.go.

fingkungan.
Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

70. Ketentuan-keteniuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk
setiap kontrak kontruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu
untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi
tunggal yang dapat dildentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok
kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikal suatu
kontrak konstruksi atau kelompek kontrak kenstruksi.

71.Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumiah aset, konstruksi dari
setiap aset dipedakukan sebagal suatu kontrak konstruksi yang terpisah
apahila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

{a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset.

(b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta
pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang
berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

{c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan,
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Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

72.Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan
jika:
(a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan dipercleh;
ib) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(e) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
73.Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset vyang

dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya
diklasifikasikan dalam aset tetap

74.Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang
bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

{a) Kenstruksi secara substansi telah selesal dikerjakan: dan
ib) Dapat memberikan manfaatfjasa sesuvai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

75.Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

76. Nilai uksi 'y' g dIHEFjEkEH secara swakelola antara lain:
bpk ] s ACoAL o ehl e [0,
(b) Biaya yang -:Iap ni::us; prpada tan pada umumnya.dan apa'l
dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
{c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan

kenstruksi yang bersangkutan.
T7_MNilai konstruksi yang dikerjakan cleh kontraktor melalui kontrak konstruksi
meliputi:

{a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraklor sehubungan dengan
fingkat penyelesaian pekerjaan,

(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada konfraktor sehubungan
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal
palaporan,

(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi,
78, Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul

selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat didentifikasi dan ditetapkan secara andal.
79.Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai

konstruksi.
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B0.Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihl jumlah
biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

61 Apabila pimjaman digunakan untuk membiayal beberapa jenis aset yang
diperolen dalam suatu periode terientu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya kanstruksi.

82 Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka hiaya pinjaman
yang dibayarkan selama masa penghentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi,

83 Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu vyang berbeda-beda, maka jenis
pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman, Biaya
pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam

proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

k54 Suat {as h us mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi

e Rgagu10.9Q.
(a} Elnman Imntrak kons dal pengeraa tingk at

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
(k2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
(c} Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
(d) Uang muka kerja yang dibernkan, dan
(&) Retensi
85.0Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan untuk masing-

masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain
dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (camying
amount), berdasarkan Peraturan Bupati yang mengaturnya,

AKUNTANSI ASET LAINNYA
BG6.Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagail aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap
dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki
peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu
membernkan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di
masa depan. Berbagal transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki
-
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tingkat materialtas dan kompleksitas yang cukup  signifikan
mempengaruhi laporan  keuangan pemerintah daerah  sehingga
keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.
§7.Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang
penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan,
pengukuran maupun pengungkapannya
88, Aset lainnya meliputi:
{a) Tagihan Jangka Panjang;
(b} Kemitraan dengan Pihak ketiga,
(c) Aset Tak Berwujud,; dan
(d) Aset lain-lain,

TAGIHAN JANGKA PANJANG

89.Tagihan jangka panjang terdirl atas tagihan penjualan angsuran dan
tuntutan ganti kerugian daerah.

90. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran

bpkagifnntrang .ga.id

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

92 Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran
hukum atas pengelolaan Barang Milk Daerah diselesaikan melalui
tuntutan ganti rugl sesual dengan peraturan perundang-undangan.

93 Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana
dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

84, Tuntutan Ganti Rugi ini diakui kefika putusan tentang kasus TGR terbit
yvaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
(SKP2K),

85 Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKPZK dengan
dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak
(SKTJM).
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KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

05 Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang
dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan
dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai
peraturan perundang-undangan.

97 Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakul pada saat terjadi
perjanjian kerjasamalkemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset
dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasamakemitraan-sewa.

98.Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan
asel yang bersangkutan.

99, Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah
oleh pihak lain dalam jangka wakiu terentu dalam rangka peningkatan
penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama
pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/
kemitraan, yaitu dengan perubahan kiasifikasi aset dari aset tetap menjadi
asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

100. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercalat pada

rjar:fm L nilai WEI]EF pada saat perjanjian dipilih yang paling .

101. Bangun Guna Serah {EGS] ‘n su bentuh sa berupa

pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketigafinvestor, dengan
cara pihak ketiga/investor tersebut mendirkan bangunan danfatau
sarana lain berikul fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka
waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau
sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah
berakhirnya jangka wakiu yang disepakati (masa konsesi).

102. Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-
masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
pemerintah daerah kepada pihak ketigalinvestor untuk membangun aset
BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari
Aset Tetap.

103. BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh
pemerntah dasrah kepada pihak ketigalinvestor untuk membangun aset
BGS tersebut,

104. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah
oleh pihak ketiga/dinvestor, dengan cara pihak kefigainvestor tersebul

£

¢ T8



105.

106.

107,

mendirikan bangunan danfatau sarana lain berikul fasilitasnya kemudian
menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah
untuk dikelola sesuai dengan tujuanpembangunan aset tersebut

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana
berkut  fasilitasnya  selesai dan  siap  digunakan  untuk
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor
kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajlban pemenntah daerah
untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketigafinvestor. Pembayaran
oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar
nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan
nilai perslehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketigalinvestor untuk
membangun aset tersebut.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca
berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset ldfe disusuthan
sebagaimana layaknya Asel Tefap,

DpKALILIURGagURG. 0.

mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang
dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil
kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi peneliian  dan
pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari
luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

109. Jenis Aset Tak Berwujud:

(@) Hak Paten atau Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasamya diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu
karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi enlitas. i samping
itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset
tersebut dan membatasi pihak lain yang fidak berhak untuk
memanfaatkannya.

(b) Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemiiikan
hak cipta/hak paten/ak lainnya pada saat hak dimaksud akan
dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
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(c) Software
Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud
adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dar
hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat
digunakan di kernputer lain.

(d) Lisensi
Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang
diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak
urtuk  menikmati manfaat ekonomi dari suatu  hak Kekayaan
Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu.

(e) Hasil Kajian/Peneliian yang membenkan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagal aset.

(f) Asst Tak Berwyjud Lainnya
bpkaéiutinaaet pe-ae
tidak dapat dikelompokk e dalas |enis aset tJ mujid yanglr
ada,

PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD
110, Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibukiikan
bahwa aktivitasfkegiatan tersebut telah memenuhi:

(a) Definisl dari Asat Tak Berwujud; dan

(b) Kriteria pengakuan.

111. Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaal ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dar Aset Tak
Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

(b) Biaya peroclehan atau nilai wajarmya dapat diukur dengan andal.
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PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD

112 Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga
siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai
manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial
yang melekal pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam enfitas
tersebut.

113. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset
Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat
dilakukan dengan metode seperti garis lurus.

114, Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdin
dari
(a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi

dengan potongan harga dan rabat; dan
(b} Sefiap biaya vyang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
15. Pengukuran, Asel Jak Berwujud yang diperoleh secara internal adalafy
bpKAE Fettid i 61 ARG Erer
syarat pengakuan, diakui sebesar biayd perolehan meliplt biaya

yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;

{b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh
entitas sebagai beban tidak boleh diakul sebagai bagian dari harga
perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan

(c) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dan pengembangan software
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikast.

116. Aset yang memenuhi definisi dan syaral pengakuan aset tak berwujud,
namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar
nilai wajar,

ASET LAIN-LAIN
117. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan akfif

pemerintah  direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal inl dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak

=
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digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses
penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

118. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan akfif
pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

119. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah dilakukan
penyusutan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
120. Aset Tetap disajikan dalam neraca. Hal-hal yang harus dinyatakan dalam

laporan keuangan adalah sebagai berikut!

(a} Dasar penilaian vyang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount);

(b} Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
(1) Penambahan;
(2) Pelepasan;
{3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

b k dmutmt ap lai
pKatIxIgagung.go.
{1} Milai penyusutan,
(2) Metode penyusutan yang digunakan;
{3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,
{4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan
{5) akhir pariode;
121. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
{a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap,
by Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;
(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
122. Sementara Asel Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari
“Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan
atas Aset Tak Berwujud anfara lain sebagai berikut:
{a) Masa manfaat dan metode amaortisasi;
(b) Nilai tercatal bruto, akumulasi amorisasi dan nilai sisa Aset Tak
Berwujud; dan
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(c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir
pericds, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

SUSUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NERACA (SEBAGIAN)
{Dralam Rupiah)
| Na. Uraian | 20X1 | 20X0
ASET TETAP ]

1| Tanah HEX XXX
2 | Peratatan dan Mesin KX N

3 | Gedung dan Bangunan KR XXX

4| Jalan, Ingasi, dan Jaringan WA HHX

5 | Aset tetap lainnya XXX XN

& | Konstruksi dalam Pengeraan HHX HEX

Fi | Akumulasi Penyusutan HEX KEX

8 Jumlah Aset tetap XXX XXX
_ ]
11 | Tuntutan Ganti Rugi X xxx“
12 | Kemitraan dengan Pihak Kaliga X XXX _
13 | Aset tak Berwujud XHEX HHX .

14 | Aset lain-lain XK KHXK

! Jumlah Aset Lainnya XXX XxX

PENGUNGKAPAN
123. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

aset tetap sebagai berkut:

(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carmying amount);

(b} Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
{1) Penambahan;
(2) Pelepasan,
(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
(4) Mutasi aset tetap lainnya.
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(g} Informasi penyusutan, meliputi:
(1) Milai penyusutan;
(2) Metode penyusutan yang digunakan,
(3) Masa manfaat atau tanf penyusutan yang digunakan;
(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
pericde;
{d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
(1) Eksistensi dan batasan hak milik atas asat tefap;
(2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;
(3} Jumiah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
(4) Jumniah komitrmen untuk akuisisi aset letap.
(e) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis,
kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI TULUNGAGUNG

bpkad.tulungag
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PENDAHULUAN
DEFINISI

LAMPIRAN XIV | PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JUL| 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
AKUNTANS| DANA CADANGAN

1. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan unfuk menampung
kebutuhan yang memerukan dana relatif besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2. Dana cadangan dirnci  menurut  tujuan  pembentukannya.
Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang
matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya,

bpkattiulungagung.ga.

dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya

sebagai ini:
Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jambatan
Dana Cadangan Pembangunan fsedung
Dana Cadangan Pembangunan Waduk |
Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada |
Dana Cadangan Penyelanggaraan Pekan !
Olahraga Nasional (PON)
| Det.....
PENGAKUAN
4.  Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran
pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam

program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah,

=
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5. Dana cadangan dizkui saat terjadi pemindahan dana dan Rekening Kas
Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus
melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

PENGUKURAN

5. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang pembentukan dana cadangan, yang didalamnya sekurang-
kurangnya mencakup

(a) penetapan fujuan pembentukan dana cadangan,

(b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan:

(c) besaran dan rincian tfahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam
bentuk rekening tersendin;

(d) sumber dana cadangan; dan

(@) tahun anggaran

7. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran

U.1d

itetapkan

pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

bpK e tabrTgEruITy:

Jumiah Dana Cadangan sesuai dengan jumiah yang telah

dengan Peraturan Daerah fentang pembentukan Dana Cadangan
bersangkutan,

10. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi
penermaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

11. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan pertanggungjawaban APBD

12. Penermaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa
girofbungafimbal hasilfdividen/keuntungan (capital gain) atas rekening
dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan
sebagai lainDlain pendapatan asli daerah yang sah



SUSUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

MNERACA (SEBAGIAN)
{Dalam Rupiah)

Neo. | Uraian 20X1 20X0
ASET |
1 DAMA CADANGAN
2 Dana Cadangan | XXX Xax |
3 Jumlah Dana Cadangan XXX XXX
PENGUNGKAPAN

13. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CalK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal
sebagal berikut:

(a) dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;

{b) tujuan pembentukan dana cadangan;

{c) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

d} Gesaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
2

bpkag#umngaeting.go.id

{f) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

BUPATI TULUNGAGUNG
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LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR - 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14
AKUNTANSI KEWAJIBAN
PENDAHULUAN

TUJUAN
1. Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perakuan akuntansi

kewajiban meliputi saat pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban

dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang
menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang
perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian,

bpkad:tillingagung.go.

DEFINISI

3. Kewajiban adalah utang yang fimbul dari peristwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai
yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
alokasi‘realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada
pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara
hukum sebagal konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-
undangan. Selain penjelasan di atas, berikul adalah istilah-istilah yang
digunakan dalam kebijakan akuntansi ini :

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung
oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.
Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdin darn satu atau
lebih entitas akuntansi atau enfitas pelaporan yang menurut ketentuan
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peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan,

Kewajiban adalah utang yang Bmbul dar perstiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya gkonomi
Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Kewajiban pemerintah daerah
dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga,
perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban
kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya,
atau kewajiban kepada pemberl jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan
dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak
atau peraturan perundang-undangan.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali
transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang
pemerintah,

Nilai terc ing amount) kewajipan adalah nilai buku kewajiban
ya@lhﬂ g dari, nilai nurnmal setelah dikurangi atau ditambah diskonto

arankdalah Sur NQra yang be g gtlQ‘JIFI

dari 12 {dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran

bunga secara diskonto.
Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang
pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah

sebagal pemotong pajek atau pungutan  lainnya, seperti Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Partambahan Milai (PPN}, iuran Askes, Taspen,
dan Tapearum,

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present
valua) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat
bunga nominal lebih tinggi dan tingkat bunga efektif.

Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur

untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa
pengurangan jumlah utang.

Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat
pengakuan utang coleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan

3 =~
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mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan,
misalnya Surat Utang Negara (SUN).

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang
berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran
bunga secara diskonto.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin
pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan masa berlakunya,

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan
entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal,

KLASIFIKASI

4.

bpk

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang,

[r{ewa"bant'anglr.a ndek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar

ek

4 ts| BRCE) o] oo

Kewajiban jangka pendek antard lain Utaflg transfer pemerintah

utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada

pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (FFK), dan bagian lancar

utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar

dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu.

kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan

sebagal kewajiban jangka panjang jika:

(&) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan

(b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban
tersebut atas dasar jangka panjang;

(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali
terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelumn pelaporan

keuangan disetujul.
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PENGAKUAN KEWAJIBAN

7. Kewajiban diakui pada saat Dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau
dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan; atau pada saat
kewajiban timbul.

B. Kewajiban timbul dari;

{a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions),

(b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum
yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas
sampai dengan saat tanggal pelaporan;

(c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (governmentrelated
events); dan

(d) Kejadian yang diakui pemerintah {government-acknowledged events).

PENGUKURAN KEWAJIBAN

9. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai
kewajiban pemerintah daerah pada saat perama kali transaksi
berlangsung. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek

b kgﬂntat d t Irjla b r jepis, inyestasinya.
ol apinihinar=igiuiaialaay
masing-masing jenis kewajipan jangka pendek.

Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

10. Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima
hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerinlah daerah
mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk
memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor
membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang
ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat
harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan

berita acara kemajuan pekerjaan.

Pengukuran Utang Transfer

11. Wtang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan  untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan
perundang-undangan. Wang transfer diakui dan dinilal sesuai dengan

peraturan yang berlaku.
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Pengukuran Utang Bunga

12. Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah teradi dan belum
dibayar dan diakul pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian
dari kewajiban yang berkaitan.

Penguikuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
13, Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum
disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
14. Bagian lancar utang jangka panjang dicatal sejumiah yang akan jatuh
tempao dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
15. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristi

masing-masing pos tersebut

PENYAJIAN
EMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

bpkad. U] meamen ng.go.id

KEWAJIBAN
KEWAJEAN JANGHKA PENDEK
Lizang Parhitunigan Pihak Katiza (PFI) s | i
Liang Bunga Lok L
Ragian Lancar Ltang Jangka Pangang L1 o
Pendapatan Diterima Dimaka 0L oo
Lieng Beianj= AR an
Ulong Jangka Pendsk Lainnye o ox
Jumdeh Kewajiban Jangka Pendek (52 2/ §7) EXE K
KEWAJEAN JANGHA PANJARG
[ Hann Dalam Magar - Sekior Partankan e+ 1 o
Heng Dalam Heger - DElasi s i
Precnanm (Diskonka) Cbkgasi e o
iMeng Jangka Panjang Lainnya ¥ o
Jumidah Kewajiban Jangka Fanjang (71 slg 74) 1XX KEK
JUMLAH KEWAJIBAN (BE+TE) KX K
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PENGUNGKAPAN
16. Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkai
dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
{a) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklagifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
(b) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
{c) bunga pinjaman yang terutang pada periode beralan dan fingkat
bunga yang berlaku;
(d) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh
lempo;
(e} perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
{1} pengurangan pinjaman;
(2} modifikasi persyaratan utang,
{3) pengurangan tingkat bunga pinjaman,
{4) pengunduran jatub tempo pinjaman;
{5) pengurangan nilai jatuh tempeo pinjaman; dan
(Bl pengurangan jumiah bunga terutang sampai dengan penode
bpkad=#&lungaqling.go.id
{f) jumlah tunggakan pinja yang sdisajikan dal be
umur utang berdasarkan kreditur,
(g} biaya pinjaman:
(1) perlakuan biaya pinjaman;
(2) jumlah blaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
bersangkutan, dan
(3) ingkat kapitalisasi yang dipergunakan

BUPATITU
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LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 78 TAHUN 2022
TANGGAL - 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15
AKUNTANSI PENDAPATAN

PENDAHULUAN
TUJUAN
1. Tujuan kebijakan akuntansi Pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi atas Pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

. Perlakuan akuntansi Pendapatan mencakup pengakuan, pengukuran, dan

Penyajian Pendapatan dalam Laporan Keuangan.

HLIANG LINGKUP

(CLomibiiofui0re 9l iniotvien

berbasis kas untuk pendapatan LRA oleh entitas akuntansi/pelaporan.

4, Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/psiaporan pemerintah

daerah, yang mempercleh anggaran berdasarkan AFED, tidak termasuk
perusahaan daerah,

MANFAAT INFORMAS] AKUNTANSI PENDAPATAN
5. Akuntansi Pendapatan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

pendapatan operasional dari suatu entitas akuntansi/pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

. Pengguna laporan membutuhkan informasi  Pendapatan  untuk

menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga

Pendapatan menyediakan informasi:

{a) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efeklivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

qc:';-;
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(b) yang berguna dalam memprediksi pendapatan yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam perode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparstif.

7. Pendapatan disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi

berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan MNeraca mempunyai keterkaitan vyang dapal

dipertanggungjawabkan,

DEFINISI
8. Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak

bpKkK

Berikut adalah Is!iFh-iatilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini:
FeELHURCAOUTE: GO
elua a suatu soif'organiss

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan ftidak perlu dibayar
kembali, Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penenmaan
Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah, dan tidak peru dibayar kembali oleh pemerintah.

penerimaan setelah dikurangi peAg 5| atau
tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul,

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitaz pelaporan yang menurut Ketentuan
peraturan  perundang-undangan wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bantuk

uang/barang atau [asa dari pemerintah lainnya, perusahaan
negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

G
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Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau
hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dar suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan peru ndang-undangan,

Pos Luar Biasa adalah pendapatan |luar biasa atau beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali
atau pengaruh entitas bersangkutan.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang
antara pendapatan-operasional dan beban selama satu penode
pelaporan.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisin antara nilai buku aset
dengan harga jual aset.

KLASIFIKASI

9. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah
dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu:
(a) pendapatan asli daerah,

(b) pendapatan trapsfer, dan
bpkaé-teReagung.go
PENGAKUAN
10.Pendapatan LO diakui pada saat:
(a) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan
eamed ;
(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi (realized).
11.Pendapatan LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA
diakui pada saat:
{a) diterima di rekening Kas Umurm Dasrah; atau
(b} diterima oleh SKPD; atau
{c) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
12.Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan
diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan
yang dipercleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesal
diberikan berdazarkan peraturan perundang-undangan, diakul pada saat
timbulnya hak untuk menagih imbalan.

ot &,
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13. Pendapatan yang diakul pada saat direalizasi adalah hak yang telah
diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Transaksi Pendapatan Berbentuk Barang/Jasa

14. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam
Laporan Keuangan dengan cara menaksir nilai wajar barangfjasa tersebut
pada tanggal transaksi. D samping itu, transaksi semacam ini juga harus
diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan
sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai
bentuk dan pendapatan.

15. Transaksi Pendapatan dalam bentuk barang/fjasa antara lain hibah dalam

wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

PENGUKURAN

16 Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

17.Dala gsara pengu rang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat
bpkae:telireedHne-ae:
dahulu duharenahan proses =83, maka e da
dikecualikan.

18 Paendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(satelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

19.Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesal, maka
asas bruto dapat dikecualikan.

20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupigh. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama
dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang
asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

21.Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
dalam transaksi dan mata vang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka
transaksi dalam mata uang asing lersebut dicatat dalam rupiah

ﬁ
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berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan uniuk
memperoleh valuta asing tersebut.

22 Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibell dengan mata uang
asing lainnya, maka:

(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan
dengan menggunakan kurs transaksi

(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam
rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENYAJIAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN OPERASIOMAL
[Cralarm Rupiah)
Kenaikan/
Ne. Uraian 201 20X0 (%)
Penurinan
KEGIATAN OPERASIONAL
1| PENDAPATAN
10| Aenderatan ek Daetan.)
- 4 | Pendapstan Retribusi Daerah |
5 | Pendapatan Hasil Pengeloiaan Kekayaan L, I KK WX
Daarah yang Dhipisahkan
6§ | Pendepaian Asi Dasrah Lainnya HEA K M HHK
7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3s/d6) | 200X HHX XXX XXX
; b e
| © | PENDAPATAN TRANSFER L
|10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA
PERIMBANGAN
11 | Dana Bag Hesi Pajak XAK XXX KKK HHX
12 | Dana Bag Hasl Sumber Daya Alam XK XA KK KA
13 | Dana Alokasi Umum EXE HEH HEE HXE
14 | Dana Alokasi Knusus X HEX HHX HEX
36 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana XHX XXX K XAX
Parimbargan (11 sid 14}
%
17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
LAINNY &
16 | Dana Dtonomi Khusus KK KKK KK T HAR |
18 | Dana Penyesusian MW | KHK KK KK
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20 | Jumiah Pendapatan Transfar Lainnya {18 XK A XXX XXX |
aid 18)

21 ]

22 | TRANSFER PEMERINTAH FROVINEI

23 | Pendapatan Bagl Hasil Pajak HEN, X o S

24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya HHX X I HHX

25 | Jumilah Pendapatan Transfer Permerintah HER HER Bxx KRR
Provinsi {23 sid 24 |

26 | Jumlah Pendapatan Tranafer MM HER MK KEX
(15 + 20 + 25)

27

28 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

2% | Pandapatan Hibah AXE XXX XX KHK

an F'tnﬂpalanxtlsna Darurat A EHE MK XEXK

31 | Pendapatan Kaplilasi K XMH XXX AKX

A2 | Pandagpatan Lainnya KX XXX HEK KKK

- 33 | Jumiah Lain-tain Pendapatan yang sah KHX HHX KKK XX

{29 s/d 31)

34 | JUMLAH PEMDAPATAN 1N AKX AXX KX
{7 + 26 +32)

Dpkad. lid

LAPORAN R ISAS!

GARAN

whibe) . JO.1d

(Cralam Rupiah)
Kenaikan |
M, Urakan 201 2060 (%)
Penurunan
1| PENDAPATAMN
2 PENMDAPATAN ASLI DAERAH
3 | Pendapatan Pajak Daerah KK Xax HHx | 5 4
4 | Pendapatan Retribusi Daeran XX K KKK XHX
5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan XX HXX KA A
Daarah yang Dipisahkan
"B | Pendapatan Ash Daerah Lainnya K AR KR AR
7 | Jumlah Pendapatan Asli Daegrah [ 3s/d B | X MK KX XKX 1
B
| PENDAPATAN TRANSFER
10 | TRAMSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA
FERIMBANGAN
11 | Dana Bagi Hasl Pajak FEE] FE AKX XXX
12 | Dana Bagi Hasi Sumber Daya Alam o W AKX TREX
13 | Dana Alpkasi Umam A AN HEX ENK
14 | Dana Alokasi Khusus A KU XEX HXE
=
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16 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana 2XE KX XX KEX
Perimbangan (11 s/d 14)
18 |
17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT '
LAINHY A
18 | Dana Ctonomi Khusus W, KX W nEX |
18 | Dana Penyesuaian KA K, b e HAx
20 Juﬂlai;ﬁ-enda.palm Transfor Lainnya {18 XXX R XX XXX
aid 19
A
72 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
23 | Pendapatan Bagl Hasil Pajak REX T ¥xx i
24 | Pendapatan Bagl Heall Lainnya K WX W ol |
25 | Jumlah Pendapatan Trangler Pemerintah XAX XXX KXY b ¥ 4
Provinsi (23 sid 24)
26 | Jumlah Pendapatan Trangler [15 + 20 + XKX XXX XEX L
25)
2T
28 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
28 | Pendapaian Hibah XEX
a0 Faﬂéﬁupﬁan Lrana Crarurad HEK

JUMLAH PENDAPATAN
{7+ 26 + 23]

PENGUNGKAPAN
23, Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

terkait dengan Pendapatan adalah:
{a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhimya

tahun anggaran.

(b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus,

{c) Informasi lainnya yang dianggap periu.

BUPATI TU GAGUNG

/2 v
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MARYOTO BIROWO
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LAMPIRAN X\l PERATURAN BUPATI TULUNGAGLING
NOMOR : 7B TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JUL| 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16
AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

PENDAHULUAN

TUJUAN
1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi

untuk belanja dan beban meliputi saat pengakuan, pengukuran dan

penyajian piutang di dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP
2. Pemyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang
menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang

ew kunt slnya termasuk en akuan, pengukuran, pen;.E)i.an.
DPKEGhbatkbiire JUNG.0O.

DEFINISI

3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja,
sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebul dengan beban. LRA
disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas,
sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk
melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual
accounting cycle). Berikut adalah beberapa definisi yang terkait dengan
akuntansi beban dan kewajiban:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dilakukan kompensasi antara panerimaan dan pengeluaran.

a



Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan
beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagal pengurang
nilai kekayaan bersih.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan dipercleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah.

Milal nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai
yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat dipercleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

D K cihalesh e s 4 6 63 0

kapasitas dan manfaat dari s
Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama

umur utang pemernntah.

KLASIFIKASI
4. Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

(a) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban
pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban
hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset
tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

(b) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja  yang
didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawal, belanja barang,
belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan
belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah
meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga,

gy &

152

subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
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PENGAKUAN
5. Beban diakui pada saat:
(a} Timbulnya kewajiban
Saal timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralinan hak dan
pihak lain ke pemerintah tanpa dikuti keluarnya kas dari kas umum
daerah.
ib) Terjadinya konsumsi asset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada
pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajban dan/atau
konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah,
ic) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau
amortisasi.
. Belanja diakui pada saat:
{a) Ter adl% :F;eluamn dari Rekening Kas Umum Daerah untuk

bpkag:tatdraactae ger:id
deﬂmuf oleh fungsi BUD u asing tran ;..ra rjadi |:|'

SKPD dan PPKD.

{b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

ic} Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengalur mengenai badan
layanan umum.

PENGUKURAN

7. Pengukuran akuntansi beban dengan menggunakan harga sebenarnya
(actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadl tagihan sesuai
dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

8, Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur
berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan fercantum dalam

dokumen pengeluaran yang sah,

a &
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9. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode
pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesual dengan
klasifikasi ekonomi (fine item).

PENYAJIAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN REALISAS| ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupizh)
: Anggaran | Realisasi Realisasi
e Hehn 20%1 2061 | (%) | 20X0
2 Belanja
21 Belanja Operasi
- Belanja Pagawai
2.1.2 Belanja Barang
2.1.3 Burga
214 Subsidi
bpkad:
pkad:
2.2 Belanja Modal
221 Balanja Tanah
223 Belanja Paralatan dan Mesin
203 ~ Belanja Gedung dan
Bamgunan
224 Belanja Jzlan, Irigasi dan
Jaringan

225 Balanja Asel Tetap Lainnya
ieB Belanja Asel Lainnya
23 Belanja Tidak Terduga
2.3 Balanja Tidak Terdugs

Jumiah Belanja
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PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BEEBAMN-LO
{Dalam Rupiah)
s Kenaikan! (%)
Mo Uraian 20%1 20%D0
Penurunan
EEBAMN
1| Beban Pegawai KAX XK KEK KA
2 Baban Persedizan HEE MK XK XX,
3 Beban Jaza JOLE MK Xax W,
4 i Beban Pameliharzan HEE Mol X K,
L
5| @eban Perjalanan Dinas HAX HAH KHK AKX
|
§ | Beban Bunga HHX, XK KAK KK
7| Bekan Subsidi KK KKK KXX KK
B| Beban Hibah KR ey XXX MK
8| Beban Bantuan Scsial KK, ALK, XXX X
| 10| Beban Penyusutan XXX XX, XXX AKX

Taf L

&id

13| JUMLAH BEBAN (1 s/d 12)

L# 4 1

x:ﬂr.J

PENGUNGKAPAN

10. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

terkait dengan beban adalah:
{a) rincian beban.

(b) penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan

keuangan lembar muka.

(c) informasi lainnya yang dianggap periu.

11, Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara

lain:

(&) rincian belanja,

(b) penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan

keuangan lembar muka.

¢ &
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ic) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya targel realisasi belanja
daerah.

{d} infermasi lainnya yang dianggap perlu,

EBUPATI TULYNGAGUNG

MARYOTO BIROWO

bpkad.tulungagung.go.id
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LAMPIRAN XVIIl | PERATURAN BUPATI TULUNGAGLING
NOMOR 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17
AKUNTANSI TRANSFER

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan
transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak termasuk pendapatan
transfer, beban transfer, dan piutang transfer dalam rangka memenuhi
wjuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangarn.

2. Akuntansi transfer yang dikecualikan pada paragraf 1 diatur dalam
kebijakan akuntansi pendapatan, kebijakan akuntansi beban dan belanja,
dan kebijakan akuntansi piutang.

3. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi. pengakuan, pengukuran

bpkaa-rermgagung.go.i

DEFINISI

4. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu enfitas
pelaporan  darifkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

5. Transfer masuk adalah penenmaan uang dari entitas pelaporan lain,
misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan
dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

8. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah
pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan
Keuangan.

KLASIFIKAS|I TRANSFER
7. Transfer diklasifikasikan antara lain:
(a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

& &
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(b} Transfer Bantuan Keuangan

PENGAKUAN
8 Transfer diakui pada saai pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum

Daerah.

PENGUKURAN
9, Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dan
Rekening Kas Umum Daerah.

PENILAIAN

10, Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang teradi
selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional
sesuai dengan kiasifikasl ekonomi (line fem),.

bpkagd.tulungagung.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (SEBAGIAN)

Transfer

Transfer/Bagi Hasil Pendapatan
Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pendapatan La-lnnya
Transfer Baniuan Keuangan

" Bantuan Keuangan ke Pemenntah Lainnya WK
‘Banluan Ksuangan ke Desa oK
| Bantuan Keuangan Lainnya e

B &

PENGUNGKAPAN
11.Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
{a) transfer keluar harus dirng;
{b) penjelasan atas unsur-unsur fransfer keluar yang disajikan dalam
laporan keuangan lembar muka,
¢ &
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{c) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer
keluar,
{d} informasi lainnya yang dianggap perlu.

MARYOTO BIROWO

bpkad.tulungagung.go.id
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LAMPIRAN XIX . PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR ;78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18
PEMBIAYAAN-LRA

PENDAHULUAN
TUJUAN
1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhl tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran dan pengungkapan pembiayaan.

RUANG LINGKUP

bpkagrt

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan
daerah.

DEFIMISI
5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi
dengan pengertian:

Pemblayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang
tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar
kembali danfatau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menurup defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
sacara nelo penarimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas
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akuntansi / entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kempensasi antara penerimaan dan
pengeluaran,

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
penstiwa lainnya pada saat kas atau setara kas ditenima atau dibayarkan,
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uvang daerah yang ditentukan
oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah,

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh  bupati untuk menampung seiuruh
penermaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan

Surplus | Defisit adalah selisin lebih / kurang antara pendapatan dan

belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI PEMEIAYAAN

bpka

; yaan dnkl srﬁhasihan menurut sumber pembiayaan dan pusat |
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(b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

7. Penerimaan pembiayaan adalah semua pensrimaan Rekening Kas Umum

Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi
permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan,

. Pengeluaran pembiaysan adalah semua pengeluaran-pengeluaran

Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada
entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali
pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan
dana cadangan.

PENGAKUAN

0. Penerimaan pembizyaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas

Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.

To
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10. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dar Rekening Kas
Umum Daerah.

PENGUKURAN
11. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumiah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
12.Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

13. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
tertentu. Selisih lebih / kurang antara penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama satu pericde pelaporan dicatal dalam pos
Pembiayaan Nelo.

14, 8isa lebih /) kura g pemhiayaan anggaran adalah selisih lebih { kurang
bpkad AlRaaaund ae:id
pelaporan. Selisih Iebuh / ng antafa realisa
pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA /

SiKPA,

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
15. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah dengan menjabarkan jumiah mata vang asing tersebut menurut

kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
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PENGUNGKAFPAN
18.Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara
lain:

(a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah
tanggal berakhirnya tahun anggaran,

(b} Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan f
pemberan pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan,
penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah
daerah;

(¢) Informasi lainnya yang dianggap perlu,

BUPATI TULYNGAGUNG
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LAMPIRAN XX  : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEEIJAKAN AKUNTANSI,

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

PENDAHULUAN
TUJUAN
1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi

atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan
estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

RUANG LINGKUP
2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus

DPK

R une e
dan operasi yang tidak dilanjulken dal poran sisAngaaran,

menear pkaE F‘eq:yataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Meraca, Laparan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, yang
memperoleh anggaran berdasarkan AFBD, tidak termasuk perusahaan

daerah.

DEFINISI
4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi

dengan pengertian.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai
kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP

t G
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5. Kesalahan dalam penyusuna

khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding
kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya,

Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesual dengan yang
seharusnya,

Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seiuruh
tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan
beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.

Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item
atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai
dampak terhadap laporan keuangan.

Perubahan Estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena terdapat
informasi  baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau

perkembangan lain.

orank erapa
periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan,
Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti
transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penetapan
standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakia,

kecurangan, atau kelalaian.

. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan

bagl satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga
laporan-laporan kevangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua)

jenis:
{a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
{b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak

akan terjadi kembali yang dikelompekkan dalam 2 (dua) jenis:
{a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan

o &
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(b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya,

9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan
oleh sifat alamiah (normal) dar jenis-jenis transaksi fertentu yang
diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak
dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan
restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

10.Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah
diketahui.

11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode bernalan,
baik yang mempeangaruhi posisi kas maupun yang tidak dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik
pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-
LO atau akun beban.

12.Koreksi kesalahan yang fidak berulang yang terjadi pada pericde
sebelumnya dibedakan pada terbit atau belum terbitnya laporan keuangan.

13.Atas laporan keuangan periode sebelumnya yang belum diterbitkan,
koreksi kesalahan yang tidak berulang dan mempengaruhi posisi kas,
dilakukan %&ngan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada

DpKaertttuRgagung-go-

14, Koreksi kesalahan untuk laporan keuangan periode sebelumnya yang
sudah diterbitkan, dilakukan dengan:

(a) Atas pengeluaran belanja yang tidak berulang dan mengakibatkan
penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun
pendapatan lain-lain—LRA.

(b) Atas pengeluaran belanja yang tidak berulang dan mengakibatkan
pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo
Anggaran Lebih.

{c) Atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang dan mengakibatkan
penambahan atau pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan
pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

(d) Atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan
beban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak mempengaruhi secara
material posisl aset selain kas, dilakukan dengan pembetulan pada
akun pendapatan lain-lain-LO.
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{e) Atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan penambahan
beban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak mempengaruhi secara
material posisi aset selain kas, dilakukan dengan pembetulan pada
akun Ekuitas.

{f) Atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang dan manambah
maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun Saldo Angaaran Lebih.

{g) Atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang dan menambah
maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun ekuitas.

(h} Atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan
pembetuian pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

{i) Atas pencatatan kewajiban dan menambah maupun mengurangi posisi
kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban
bersangkutan,

15.Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan
sifat EIITlI A (norg alj dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan

AH1ERJ3QUNd. A0
186. He&alahan berulang dan sis ik idak.piemeriukan ksi alnkan

dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan
pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-
LD vang bersangkutan.,

17.Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode sebelumnya
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan
pada aktivitas yang bersangkutan, serta koreksi kesalahan diungkapkan
para Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

18. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas
pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan,
kinerja, dan arus kas, Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan
harus diterapkan secara konsisten pada setiap penode akuntansi,

19.Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi
sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, krteria kapitalisasi,
metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Q@ &2
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20 Suvatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila
penerapan sualu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinena keuangan,
atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan
keuvangan entitas,

21. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal berikut:

(@) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
(b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi

yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

22 Timbulnya suatu kebijgkan uniuk merevaluasi asel merupakan suatu
perubahan kebijakan akuntansi. Mamun demikian, perubahan tersebut
harus sesual dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan
persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

23 Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

bpkad.tulungagung.go.id

PERUBAHAN ESTIMASI AKUN

24 _Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi
akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan
penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

25 Pengaruh atau dampak perubahan estimas| akuntansi disajikan pada
Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya
sesual sifat perubahan, Sebagai contoh, perubahan estimasi masa
manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-
lahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

26. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

OPERASI YANG DIHENTIKAN

27 Apabila suatu misi atau tupcksl suatu entitas pemerintah daerah
dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program,
proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
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28. Informasi penting dalam operasi yang dibentikan misalnya hakikat operasi,
kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian,
cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal
penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial ataw dampak
pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian
apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

29, Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang
dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun
berjumiah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan

30.Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun
berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi
itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas
membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap
atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-
lain.

31. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

{a) Pepghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara

bpka&teittl ARG @€ sEC-Ger | d
(permintaan publik yang wildyan) yadg lerus meesot,’ antian
kebutuhan lain.

{b) Fungsl tersebut tetap ada,

{c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,
selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek,
kegiatan ke wilayah lain.

32, Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya.
menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
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LAMPIRAN XX ;| PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JULI 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

PENDAHULUAN

TUJUAN
1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan

DPK

c

keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka
menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose
financial staterments) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan
laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan
laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna

RUANG LINGKUP
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dan unit pemerintahan yang

ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi
menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas,

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas
pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang
meliputi semua SKPD dan PPKD.

4. Kebijakan ini tidak mengatur:

(a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah,

(b} Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi,

(c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venlture), dan
(d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

170
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DEFINISI

=}

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi
dengan pengeartian:

Entitas  akuntansi adalah  unit  pemerintahan  pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri darl satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan
lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagal satu
entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang

oJel €=1aminiiHiaraizialnininmare)

Badan Layanan Umum Dae adalah instansi di ingkungan

pemerintah  yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

6.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasio nal, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf
6, disajikan oleh entitas pelaporan,

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang
sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi
jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
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9. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari
semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

10. Dalam kebijakan ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun
timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi
dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

11.Contoh akun timbal ballk (reciprocal accounts) antara lain sisa uang
persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara
pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi,

ENTITAS PELAPORAN
12.8uatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-
undangan, yang umumnya bercirikan:
(a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau
mendapat pemisahan kekayaan dar anggaran,
(b} Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
{c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat

bpkad-tuinnay

tidak langsung kepada wakil rakyat mhagai pihak yang menyetujui

anggaran,

ENTITAS AKUNTANSI

13.Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan
laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya
yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

14_Laporan keuangan yang disajikan entitas akuntansi terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

15.Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau
mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan
akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut
Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan lersebut
disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi
dalam rangka penggabungan laporan keuangan cleh entitas pelaporan.
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16. Dengan penatapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh
signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan
sebagai entitas pelaporan.

17.Entitas Akuntansi yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
diatur tersendiri dalam kebijakan akuntansi BLUD dan sepanjang BLUD
belum menyusun kebijakan akuntansi BLUD maka dapat mempedomani
kebijakan akuntansi ini.

PROSEDUR KONSOLIDASI
18. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara
menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh
entitas pelaporan dengan enfitas pelaporan lainnya, atau yang
dizelenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya,
dengan mengeliminasi akun timbal balik.
19 Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan
laporan keuangan seluruh enfitas akuntansi yang secara crganisatoris

bpkao:tutungagung.go.id

PENGUNGKAPAN

20.Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama
entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-
masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

21.Dalam hal Konsolidasi tidak dilkuti dengan eliminasi akun timbal balik,
maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik
tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

BUPATI TULUNGAGUNG

Uogg

'_________-—-__'u
MARYOTO BIROWO

o <

173



